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Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu Istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Swt bagi
kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum (30):21)
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ABSTRAK

Muhammad Sabilal Alif, 2022: Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Mengenai
Penentuan Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwath (Homoseksual) dan Relevansinya
terhadap fenomena LGBT di Indonesia.

Kata Kunci: Imam Abu Hanifah, Liwath, Jarimah

Agama Islam selaku agama rahmatan lil alamin sudah melarang keras
berbagai bentuk penyimpangan seksual terutama perbuatan liwath. Para ulama
menyepakati bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram. Akan tetapi, diantara
para ulama terjadi ikhtilaf pendapat dalam menjatuhkan kadar uqubah bagi pelaku
homoseksual. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya pelaku
dan objeknya perbuatan liwath dikenakan hukuman za zir.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana
metode istinbath hukum dan pendapat Imam Abu Hanifah mengenai penentuan
kadar hukuman bagi pelaku liwath (Homoseksual). 2). Bagaimana relevansi
pendapat Imam Abu Hanifah mengenai penentuan kadar hukuman bagi pelaku
liwath (Homoseksual) terhadap fenomena LGBT di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah 1.) Untuk mengetahui metode istinbath
hukum dan pendapat Imam Abu Hanifah mengenai penentuan kadar hukuman
bagi pelaku liwath (Homoseksual). 2). Untuk mengetahui relevansi pendapat
Imam Abu Hanifah mengenai penentuan kadar hukuman bagi pelaku liwath
(Homoseksual) terhadap fenomena LGBT di Indonesia.

Dalam mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini penulis
menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang penelitiannya
menggunakan sumber literatur-literatur buku. Maka sumber data yang diperoleh
adalam dengan menyeleksi buku-buku yang akan dikaji dalam penelitian ini
mengenai pendapat dan metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Abu
Hanifah mengenai penentuan kadar hukuman bagi pelaku liwath dan relevansinya
terhadap fenomena LGBT di Indonesia.

Hasil temuan dari penelitian ini: 1). metode istinbath hukum yang
dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan uqubah pelaku liwath
menggunakan pendekatan ra’yu. Adapun mengenai praktek homoseksual menurut
Imam Abu Hanifah sepakat atas keharamannya dan beliau menghukuminya
dengan hukuman ta’zir bukan dengan had zina. Adapun penetapan ta’zir
disandarkan pada hadist Nabi Saw yang berbunyi:

5 0 ot 1 B oy bl 38 0 G 1 0 oy ol 38 g ot 2 B
L

Artinya: Allah 'Swt melaknat siapa saja'yang melakukan' perbuatan seperti
kaum Nabi Luth, (Rasulullah sebanyak tiga kali). (HR. Nasa’i). 2). terkait dengan
argumentasi dari Imam Abu Hanifah mengenai uqubah bagi pelaku homoseksual,
seandainya diaktualisasikan di Indonesia sangat relevan mengingat Indonesia
hukumnya dibuat berdasarkan persetujuan ulil amri dan sesuai dengan gonun
jinayah Aceh tentang hukuman ta’zir bagi pelaku liwath.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perasaan cinta laki-laki terhadap lawan jenis adalah suatu anugrah
yang diberikan Sang khaliq sebagai tanda kekuasaannya sehingga nantinya
akan menciptakan suatu keturunan. Dalam hal berhubungan seksual maka
sudah sepatutnya laki-laki berhubungan dengan wanita, hal ini bertujuan
untuk meneruskan regenerasi peradaban manusia serta terjaganya sistem
reproduksi manusia itu sendiri.

Namun dalam kehidupan sekarang, terutama dalam aktivitas seksual,
distribusi hasrat akan seksual berbeda-beda dan disalahpahami oleh sebagian
orang, sehingga sejumlah besar orang mengalihkan hasrat biologis mereka ke
jenis kelamin yang sama atau mungkin ada yang lebih mengenal satu sama
lain sebagai LGBT. Hal ini menciptakan suatu kecemasan ditengah
masyarakat yang menganggap LGBT sebagai perbuatan yang menjijikan dan
tidak bermoral. Padahal, Jika mengacu pada nash Al Qur’an bahwasannya
Allah SWT mengintruksikan kepada manusia agar hidup berpasang-pasangan
bukan malah sebaliknya. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakta’atan
kepada sang khalik dan menyalahi kodrat manusia yang semestinya
menyalurkan hasrat biologis kepada lawan jenis malah justru melampiaskan
ke jenis kelamin'yang ‘sama. Dalam “ajaran Islam ‘tidak’ dibenarkan prilaku

homoseksual meskipun agama Islam mengakui adanya HAM karena dampak



yang ditimbulkan dari prilaku homoseksual sangat signifikan bagi kesehatan
dan dalam kehidupan masyarakat.!

Dalam berhubungan seksual, Islam sudah memberikan bentuk
distribusi seksual secara manusiawi melalui Lembaga pernikahan. Pernikahan
yang sah merupakan penyaluran seksual secara benar dan legal, yang tidak
benar ialah penyaluran seksual selain dengan lawan jenis. Oleh sebab itu,
sangat setuju bilamana pelaku homoseksual layak dijatuhi hukuman berat
karena mereka telah ditawarkan alternatif melalui pernikahan akan tetapi
mereka malah melampiaskan seksualnya tidak dengan semestinya sesuai
anjuran syariat Islam.?

LGBT di Indonesia sendiri persebaran jumlahnya masih belum pasti
karena tidak ada statistik baku serta tidak semua kaum LGBT berani terbuka
terhadap identitasnya.®

Menurut para ahli dan PBB mengatakan bahwasannya jumlah gay
yang ada di Indonesia dari tahun 2010 diperkirakan sejumlah 800 ribu hingga
menjadi 3 juta ditahun 2012. Di Jawa Timur terdapat gay sejumlah 348 ribu
dari 6 juta penduduk Jawa timur. Sedangkan di Jakarta diperkirakan terdapat
gay sekitar 5 ribu.*

Sedangkan berdasarkan estimasi Kemenkes RI pada tahun 2012

terdapat sekitar 1.095.970 gay baik yang menampakkan eksistensinya

! Fuadi Irawan, Fenomena Pesta Gay Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam, Jurnal Legal
Reasoning, Vol. 2, No. 2 (2020), 93

2 Syafi’in Mansur. Homoseksual dalam prespektif Agama-agama di Indonesia, Jurnal Aglania, Vol
08, No. 01, (2017), 37

% Yudiyanto, Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta
Upaya Pencegahannya, Nizham, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni, (2016), 63

4 Yudiyanto, Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)..., 63



maupun tidak. Lebih dari 66.180 orang atau sekitar 5% dari jumlah gay
mengidap HIV, padahal pada tahun 2009 populasi gay hanya sekitar 800 ribu
jiwa.®> Perkembangan jumlah tersebut diiringi semakin banyaknya organisasi-
organisasi yang menginginkan LGBT dilegalkan di Indonesia. Mereka sudah
tidak malu lagi dengan cara menampakkan eksistensinya di tengah
masyarakat. Berbagai bentuk upaya untuk memperkenalkan LGBT di
Indonesia dengan cara melalui media massa dan media cetak yang mana
mereka memberitakan bahwa prilaku LGBT merupakan prilaku yang normal
dan lazim.

Berbagai pendapat bermunculan mengenai fenomena LGBT baik pro
maupun kontra. Di Indonesia sendiri homoseksual masih dianggap tabu oleh
masyarakat dan pemerintah. Padahal LGBT sebenarnya sudah mendapat
status legal dari kementrian hukum dan HAM sejak tahun 2013. Akan tetapi,
ketika kaum LGBT yang ada di Indonesia menyuarakan hak-haknya,
seringkali banyak menemukan kesulitan dalam memperjuangkan haknya
karena dianggap sebagai perusak agama mengingat di Indonesia sangat
menjunjung tinggi norma agama dan kesusilaan, jika mereka masih
bersikukuh memperjuangkan haknnya atas dasar kaum LGBT maka orang-

orang tidak segan untuk membenci, mencaci, mengucilkan orang LGBT.

5> https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/01e9ut394 (Diakses pada tanggal 26
februari 2022, Pukul 13.00 WIB)



https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/o1e9ut394

Dalam fenomena ini mengisyaratkan bahwasannya masyarakat tidak
menerima prilaku LGBT sebagai bagian dari warga negara.®

Sementara itu Pak Mahfud MD dalam acara ILC yang
diselenggarakan oleh tvone menjelaskan bahwasannya semua tidak pernah
menolak kaum LGBT, setiap warga negara harus hargai hak asasinya dalam
hal-hal lain akan tetapi, dalam prilaku penyimpangan seksual tidak boleh
karena itu sudah ada dasar konstitusinya.’

Terkait dengan homoseksualitas di Indonesia belum memiliki UU
yang mengatur tentangnya kecuali UU No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan. Dalam UU tersebut mengatur bahwa pernikahan dianggap sah
apabila perkawinan dilakukan terhadap lawan jenis kelamin.®

Larangan seks laki-laki dan perempuan terhadap homoseksualitas di
Indonesia dibatasi hanya untuk anak-anak dibawah umur dan mereka yang
melakukannya, Namun, andai homoseksual dilakukan suka sama suka dan
yang melakukannya sama-sama orang dewasa maka hubungan
homoseksualitas ini tidak ada larangan. Meskipun demikian, stigma yang ada
pada masyarakat tidak mau menerima anggapan seperti yang demikian itu.

Karena homoseksual yang dikerjakan oleh orang sesama jenis termasuk

® M. Tahta Ainir Rohman, “Analisis Pendapat Imam Nawawi al-Bantani Tentang Hukuman Bagi
Pelaku Liwath“dan Relevansinya “‘déngan™ Fenomena  LGBT'di" Indonesia™," (Sktipsi, UIN
Walisongo, 2020), 26
"https://wow.tribunnews.com/amp/2018/01/24/cerdasnya-jawaban-mahfud-md-patahkan-argumen-
Igbt-harus-diterima-karena-ciptaan-tuhan (Diakses pada tanggal 27 februari 2022, Pukul 13.00
WIB)

8 https://theconversation.com/amp/komunitas-gay-di-indonesia-menggunakan media-sosial-untuk-
meruntuhkan-batasan-dan-stigma-156868 (Diakses pada tanggal 27 februari 2022, Pukul 14.00
WIB)



https://wow.tribunnews.com/amp/2018/01/24/cerdasnya-jawaban-mahfud-md-patahkan-argumen-lgbt-harus-diterima-karena-ciptaan-tuhan
https://wow.tribunnews.com/amp/2018/01/24/cerdasnya-jawaban-mahfud-md-patahkan-argumen-lgbt-harus-diterima-karena-ciptaan-tuhan
https://theconversation.com/amp/komunitas-gay-di-indonesia-menggunakan%20media-sosial-untuk-meruntuhkan-batasan-dan-stigma-156868
https://theconversation.com/amp/komunitas-gay-di-indonesia-menggunakan%20media-sosial-untuk-meruntuhkan-batasan-dan-stigma-156868

dalam kategori perbuatan abnormal, dan dalam paradigma figh jinayah,
mereka pantas dihukum karena melakukannya apabila terbukti bersalah.®

Dalam hukum positif sebenarnya sudah ada pasal yang bisa
memidanakan pelaku homoseksual, tepatnya pada KUHP pasal 292 yang
hukuman pidanannya bisa 5 tahun penjara terhadap pelaku kejahatan
homoseksual, disamping itu pelaku kejahatan homoseksual dapat dihukum
lebih lama selama 7 tahun apabila yang melakukan perbuatan cabul orang
tertentu sebagaimana yang tertuang pada pasal 294 KUHP.1°

Dasar pertimbangan pada pasal 292 KUHP ini dibuat oleh pembuat
undang-undang ialah semata-mata untuk memberi rasa aman dan melindungi
kepentingan kepada anak dibawah umur agar tidak menjadi korban dari
perbuatan homoseksual yang nantinya akan menjadi momok bagi korban dan
kesehatannya akan terganggu, terutama dari segi psikis.'!

Dalam hal ini, yang menjadi sasaran pasal 292 KUHP adalah memiliki
anak dibawah umur yang jenis kelamin yang dengan dia sehingga bila
dikerjakan oleh orang yang sama-sama dewasa yang memiliki kelamin yang
sama secara suka sama suka maka terdapat unsur-unsur yang tidak terpenuhi

jadi tidak bisa diancam pidana berdasarkan pasal 292 KUHP ini. Karena yang

® Neng Djubaeda, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau dari
Hukum Islam, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), 263

10 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia,
1993), 213

11 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: PT. Refika
Aditama, 2003), 120



menjadi unsur subjektif dalam tindakan tersebut adalah anak-anak dibawah
umur.?

Menurut analisa penulis, kepastian hukum telah diatur sedemikian
rupa berdasarkan pasal 292 KUHP oleh pembuat undang-undang, hal ini
semata-mata demi menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Akan
tetapi, dalam pasal ini masih terdapat batasan maupun celah hanya dikenakan
apabila korbannya belum dewasa sehingga bila dilakukan oleh orang yang
memiliki jenis kelamin yang sama dan sudah dewasa maka terdapat unsur-
unsur yang tidak terpenuhi sehingga tidak dapat dijerat dengan pasal ini,
padahal jika kita lihat perilaku yang dilakukan oleh orang homoseksual
merupakan prilaku penyimpangan seksual yang dampaknya sangat signifikan
bagi kesehatan sehingga sudah sepatutnya ada pasal yang mampu menjerat
pelaku homoseksual untuk semua umur tanpa ada batasan.

Lebih lanjut, pada RUU KUHP yang sedang digodok oleh pemerintah,
terdapat pasal yang mana nantinya pemerintah bisa memidanakan pelaku
homoseksual yang korbannya semua usia dengan catatan dilakukan dengan
kekerasan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 420 ayat 1b yang berbunyi
“setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang
berbeda atau sama kelaminya: b. secara paksa dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.™

Hal ‘ini "tentunya menjadi ‘angin ‘segar bagi para sebagian masyarakat yang

12 Edi Irawan, “Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual dan Leshian dalam Prespektif Hukum Islam
dan Hukum Positif”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 54
B3https://news.detik.com/berita/d-4708616/disahkan-pekan-depan-begini-nasib-lgbt-di-ruu-kuhp
(Diakses pada tanggal 26 februari 2022, Pukul 13.00 WIB)



https://news.detik.com/berita/d-4708616/disahkan-pekan-depan-begini-nasib-lgbt-di-ruu-kuhp

menginginkan pelaku homoseksual dipidana karena prilaku homoseksual
tidak mencerminkan moral jati diri bangsa, budaya timur serta bertentangan
dengan sila pancasila pertama yang seharunya dalam merumuskan
perundang-undang diikuti nengan nilai-nilai agama supaya nantinya akan
menemui titik kemaslahatan.

Sementara bamsoet dalam membahas RUU KUHP terutama pasal-
pasal yang mengatur LGBT, DPR mendapat sorotan dari pihak asing supaya
untuk mencabut pasal-pasal mengenai kaum LGBT. Akan tetapi, semua fraksi
yang ada di DPR tetap konsisten menolak untuk mencabut pasal-pasal yang
berhubungan dengan kaum LGBT karena dinilai apa yang diperbuat oleh
LGBT bertentangan dengan agama yang dianut oleh mayoritas bangsa
Indonesia.

Dalam hukum Islam liwath, diartikan aktivitas seksual pria dengan
pria yang dinisbatkan kepada umat Nabi Luth yang durhaka dan pernah
berbuat hal sekeji itu. Kaum tersebut berdomisili di negeri Sodom yang
sekarang lebih dikenal dengan Yordania dan menurut bangsa barat perbuatan
tersebut disebut dengan prilaku sodomi.’® Sebagaimana yang tertuang

didalam Al-Qur’an surat Al A’raf ayat 80-83:
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14https://news.detik.com/berita/d-4714591/bamsoet-sebut-dpr-dapat-tekanan-asing-soal-pasal-lgbt-
di-ruu-kuhp (Diakses pada tanggal 26 februari 2022, Pukul 13.00 WIB)

15 Abd. Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid I1l, (Jakarta: PT. Ikhtiar Van Houve, 1996),
563
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Artinya: Dan kami juga telah mengutus Luth kepada kaumnya, ingatlah
tatkala dia berkata pada mereka “mengapa kamu mengerjakan
perbuatan keji itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun di
dunia ini sebelummu? “sesungguhnya kamu mendatangani lelaki
untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita,
malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawaban
kaumnya tidak lain hanya mengatakan, “Usirlah mereka Nabi Luth
dan pegikutnya dari kota ini, sesungguhnya mereka adalah orang-
orang yang berpura-pura menyucikan diri”. Kemudian kami
selamatkan Luth dan pengikutnya kecuali istrinya, dia termasuk
orang yang dibinasakan. (Al A’raf ayat 80-83).1
Berdasarkan dalil diatas secara eksplisit menjelaskan bahwasanya

Nabi Luth tidak hanya mengemban ajaran tauhid yang sudah dilakukan oleh

nabi sebelumnya akan tetapi memberikan perhatian serius kepada masyarakat

Sodom yang melakukan praktek homoseksual agar tidak melakukan prilaku

tersebut karena termasuk dalam kategori  perbuatan fahisyah yang

hukumannya sangat berat bila ketahuan melakukannya.

Dalam menjaga keberlangsungan keturunan manusia, Islam selaku
agama yang rahmatan lil alamin mengharamkan perbuatan zina, LGBT serta
penyimpangan seksual lainnya yang tidak manusiawi serta Islam mewajibkan
pelaku untuk diberikan hukuman sesuai denga apa yang diperbuat. Hal
tersebut semata-mata untuk menjaga kesucian dan juga menjaga nasab. Para
ulama menyepakati bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram dan dapat
menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Akan tetapi, diantara para
ulama terjadi ikhtilaf pendapat dalam menjatuhkan kadar uqubah bagi pelaku
homoseksual Karena “dalam'menggunakan” metode “istinbath'para ulama

menggunakan metodenya masing-masing. Perbedaan pendapat itu terbagi

16 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 87



menjadi 3 dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku homoseksual

diantaranya:!’

1. Pendapat pertama, menjelaskan bahwasannya para pelaku homoseks
mutlak harus dibunuh, pendapat ini dianut oleh beberapa Al-Nashir dan
Qasim Bin Ibrahim serta Imam Syafi’l dalam satu riwayat hadist yang
menjelaskan tentang uqubah bagi pelaku homoseksual.

2. Pendapat yang kedua, diutarakan oleh Imam Syafi’i dalam argumentasinya
yang termasyur menjelaskan pelaku homoseks wajib dirajam tanpa
membedakan status pelakunya yang masih menikah atau belum menikah.
Dan Sebagian ulama Said bin musayyab, Atta’ bin Abi Rabah, Sufyan al-
Sauri dan sebagian ulama mahzab Syafi’i, dalam penerapan sanksinya
kepada pelaku homoseks digiyaskan dengan hukuman zina.

3. Pendapat yang ketiga, menjelaskan hukuman bagi pelaku homoseks
diserahkan kepada ulil amri. Argumentasi ini disampaikan oleh Imam Abu
Hanifah, al-Murtadha dan Mu’ayyad Billah, dan Imam Syafi’i dalam
riwayat lain. Ulil amrilah yang layak memberikan uqubah bagi pelakunya,
karena menurut mereka prilaku tersebut tidak masuk dalam kualifikasi
prilaku zina sehingga sanksinya tidak bisa digiyaskan dengan had zina.
Sanksi yang diberikan ini tidak wajib dengan fisik akan tetapi boleh juga
dengan proses penyuluhan serta terapi psikologis agar bisa sembuh dari

perilaku homoseks.

7 Sayyid Sabig, Fighus Sunnabh, Jilid 2, (t.tp: Dar al Kitab al-Islamy Dar al hadist, t.t), 366-367
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Dari penjelasan di atas, bahwa sejak nabi terdahulu khususnya pada
masa nabi Luth sampai para sahabat pelaku maupun objek sudah dikenai
sanksi dengan dibunuh, akan tetapi para ulama masih berselisih tentang
penetapan kadar hukumannya. Lebih lanjut, Imam Abu Hanifah sangat
toleran terhadap pelaku homoseksual sehingga sangat menarik untuk dikaji
mengingat Imam Abu Hanifah merupakan ulama yang lebih mengutamakan
menggunakan akal dan rasional serta wara’. Maka disini peneliti sangat
tertarik dalam menganalisis argumentasi dari Imam Abu Hanifah yang
berjudul “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Mengenai Penentuan Kadar
Hukuman Bagi Pelaku Liwath(Homoseksual) Dan Relevansinya Terhadap
Fenomena LGBT di Indonesia” karena terdapat pemberian hukuman berbeda,
sehingga layak untuk dikaji ulang tentang pemberian sanksi bagi pelaku
homoseksual karena melihat reaksi yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut
sangat buruk bagi keberlangsungan hidup individu maupun bermasyarakat
pada umumnya.

Fokus Penelitian

1. Bagaimana metode istinbath hukum dan pendapat Imam Abu Hanifah
mengenai penentuan kadar hukuman bagi pelaku liwath (Homoseksual)?

2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Abu Hanifah mengenai penentuan
kadar hukuman bagi pelaku liwath (Homoseksual) terhadap fenomena

LGBT di'Indonesia?”
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C. Tujuan Penelitihan

1.

Untuk mengetahui metode istinbath hukum dan pendapat Imam Abu
Hanifah mengenai penentuan kadar hukuman bagi pelaku liwath

(Homoseksual)

. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Abu Hanifah mengenai

penentuan kadar hukuman bagi pelaku liwath (Homoseksual) terhadap

fenomena LGBT di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah

Mengenai Penentuan Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwath (Homoseksual)

dan Relevansinya terhadap fenomena LGBT di Indonesia”, sehingga apapun

yang dilakukan akan bermanfaat bagi siapa saja yang perlu membacanya.

Oleh karena itu, penelitian ini dan kontribusi kami kepada masyarakat umum

diharapkan bisa memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi masyarakat

umum, khususnya peneliti.!8

1.

Manfaat Teoritis

Sebagai khazanah keilmuan, khususnya diharapkan dari penulisan
ini untuk pengembangan teori pidana, khususnya yang berkaitan dengan
pemidanaan pelaku kejahatan homoseksual dan penekanannya pada

kepentingan umum.

18 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya IImiah. (Jember: IAIN Jember, 2020), 39
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2. Manfaat Praktis
Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan landasan oleh para
penegak hukum untuk menunaikan tugas agar sesuai dasar aturan yang
berlaku dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana serta
memperhatikan bentuk kemaslahatan bersama.
a. Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap
pengembangan  kemampuan  peneliti  sekaligus  meningkatkan
pengetahuan serta pemahaman tentang bagaimana penentuan hukuman
bagi pelaku homoseksual berdasarkan argumentasi Imam Abu Hanifah
dan relevansinya terhadap fenomena LGBT di Indonesia.
b. Kampus Universitas Islam Negeri Jember
Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu dan
sebagai tambahan literatur perpustakaan, sehingga memberikan
referensi dan informasi tentang bagaimana penentuan hukuman bagi
pelaku homoseksual berdasarkan argumentasi Imam Abu Hanifah dan
relevansinya terhadap fenomena LGBT di Indonesia.
c. Masyarakat
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi aktual
dan wawasan kepada masyarakat terkait bagaimana penentuan
“"hukuman bagi pelaku homoseksual berdasarkan argumentasi ITmam Abu

Hanifah dan relevansinya terhadap fenomena LGBT di Indonesia.
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d. Bagi Penegak Hukum
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan
dalam membentuk suatu keputusan bagi aparat penegak hukum dan
menyelesaikan perkara khususnya bagi penerapan hukum pelaku
kejahatan homoseksual dan relevansinya terhadap fenomena LGBT di
Indonesia.
E. Definisi Istilah
Definisi istilah adalah proses mendefinisikan atau menjelaskan sebuah
kata dalam sebuah judul penelitian.’® Tujuannya adalah untuk memberikan
batasan terhadap makna pada sebuah istilah dalam memahami proposal ini
dan untuk memudahkan penelitian. Adapun pengertian istilah dalam
penelitian ini, yakni:
1. Analisis
Analisis menurut KBBI ialah penyelidikan terhadap suatu
kejadian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.?® Secara umum
analisis merupakan serangkaian aktivitas seperti menguraikan dan
memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu
kemudian dikaitkan dan ditafsirkan maknanya.
2. Hukuman
Hukuman adalah penderitaan dan perbuatan yang kurang

‘menyenangkan’ yang ditimbulkan”dengan’ sengaja dan secara sadar oleh

19 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan..., 45
20 https://kbbi.web.id/analisis.html (Diakses pada tanggal 8 januari 2021, Pukul 13.00 WIB)



https://kbbi.web.id/analisis.html

14

seseorang setelah terjadi sebuah pelanggaran atau kejahatan yang telah ia
perbuat tadi.?
3. Liwaht (Homoseksual)

Liwath atau homoseksual adalah prilaku yang dikerjakan oleh
sesama jenis khusunya pria dengan pria dengan metode dimasukkannya
alat kelamin laki-laki kedalam anus laki-laki lain.?? prilaku ini
merupakan bentuk penyimpangan seks yang dikenal dengan sodomi dan
pernah dilakukan oleh penduduk Sodom suatu kaum yang ingkar kepada
Allah SWT serta suatu kota tempat nabi Luth hidup yang mana
penduduknya dimusnakan. Menurut ilmu kedokteran, liwath atau
homoseksual disebut dengan paederastia yaitu perbuatan senggama
melalui anus.?

4. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti
bersangkut paut, yang ada kaitannya, selaras dengan.?* Sedangkan
menurut KBBI relevansi artinya hubungan atau kaitan.?® Dengan
demikian relevansi bisa kita pahami makna relevansi adalah kaitan atau

hubungan erat tentang pokok permasalahan yang dihadapi.

2 Syaiful'Bahri‘Djaramah Psikologi'Belajar, (Jakarta: Rieneka Cipta) '2008),196: s«

22 gafinah, Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath Dengan Anak Di Bawah Umur (Studi
Perbandingan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Qanun
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat), Petita, VVol. 1, No 2, (2016), 192

2 Said Ni’matullah al-Jazairi, Qisahsul Anbiya’, (Jakarta: Lentera, 2018), 312

24 Paus Apartando, Kamus Populer, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), 666

%5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2007), 943
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5. LGBT
LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, bisexsual dan
transgender. Arti kata lesbian menurut KBBI ialah ketertarikan orientasi
seksual wanita dengan wanita lainnya. Sedangkan gay atau homoseksual
ialah perasaan atau kecenderungan laki-laki suka terhadap laki-laki lain.
Sedangkan bisexsual ialah sifat kecenderungan tertarik kepada 2 jenis
kelamin yang dimiliki oleh seorang. Sedangkan transgender ialah orang
yang merasa bahwa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis
kelamin saat lahir.2®
F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan digunakan sebagai upaya memberikan
kejelasan atau deskripsi tentang subtaansi penelitian ini dalam beberapa bab
agar memudahkan dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Adapun
susunan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:
Bab | Pendahuluan berisi tentang judul, latar belakang masalah, fokus
penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan
penulisan penelitian ini.
Bab Il Kajian Pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang
menjelaskan beberapa penelitian ini yang selaras dengan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti, Kemudian kajian teori yang menjelaskan penelitian

yang kita teliti.*""

26 Hasan Alwi, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 225
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Bab Il Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian yang
digunakan peneliti beserta justifikasinya meliputi jenis penelitian, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi tentang profil Imam Abu
Hanifah serta hasil penelitian dari fokus pemasalahan yang diangkat pada
proposal ini mengenai pendapat Imam Abu Hanifah mengenai kadar ukuran
hukuman bagi pelaku homoseksual (liwath) dan relevansinya terhadap
fenomena Igbt di Indonesia

Bab V Penutup bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran atau

rekomendasi.



BAB I
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitihan Terdahulu

Untuk mendukung analisis supaya lebih komprehensif, penulis
berupaya mencantumkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
penelitian yang hendak dilaksanakan sebagai perbandingan untuk
menghindari terjadinya duplikasi maupun plagisasi. Terkait penelitian
terdahulu yang penulis angkat dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pertama, penelitian yang dilakukan olen Chabib Bayu Prasojo
(140112083) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang berjudul
“Studi Kompratif Tindak Pidana Homoseksual Dalam Peraturan Hukum
Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Islam”. Secara luas penelitian
ini membahas tentang subtansi persamaan dan perbedaan hukuman pidana
homoseksual dilihat dari hukum positif dengan hukum islam serta bentuk
hukuman yang diterima pelaku kejahatan homoseksual dilihat dari hukum
Islam dengan hukum positif .2’

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah persamaan objek
pelaku homoseksual. Sedangkan yang menjadi pembeda penelitian
terdahulu ini dengan penelitian yang saya teliti ialah dalam penelitian
Chabib membahas bentuk sanksi homoseksual secara komparatif melalui

hukum pidanaIslam ‘dan”hukum ‘pidana Indonesia, sedangkan dalam

27 Chabib Bayu Prasojo, “Studi Komparatif Tindak Pidana Homoseksual Dalam Peraturan Hukum
Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Islam”, (Skripsi, Universitas Andalas, 2018)

17
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penelitian kami bentuk sanksi bagi pelaku homoseksual didasarkan dari
pendapat satu tokoh serta relevansinya bagi kemaslahatan.

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Julius Barnawy (141209601)
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul
“Pemberlakuan Hukuman Ta’zir bagi Pelaku Homoseksual (Kajian
Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay,
Sodomi, Dan Pencabulan)”. Secara luas penelitian Julius ini menjabarkan
tentang latar belakang keluarnya fatwa MUI tentang gay, lesbian,
pencabulan dan sodomi serta bagaimana metode dan dalil yang digunakan
oleh MUI dalam memberikan hukum pelaku homoseksual (liwath).?®

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi persamaan dalam
penelitian tersebut adalah persamaan objek penelitiaan yaitu sanksi
terhadap pelaku homoseksual disamping itu juga sama-sama menggunakan
jenis penelitian kepustakaan dalam metode penelitian, sedangkan
perbedaan dalam penelitian Julius dengan kami adalah dalam penelitian
Julius menfokuskan pemberlakuan hukuman Ta’zir menurut fatwa MUI
bagi pelaku homoseks sedangkan dalam penelitian kami menfokuskan
pelaku homoseksual dihukum zazir didasarkan oleh pendapat tokoh serta
relevansinya bagi kemaslahatan.

3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Basir (131008708)
FakUltas Syariah ‘dan Hukum UIN"Ar-Raniry Banda Acehyang berjudul

“Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Liwath Homoseks) (Studi Perbandingan

28 Julius Barnawy, “Pemberlakuan Hukuman Ta’zir Bagi Pelaku Homoseksual (Kajian terhadap
fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan)”, (Skripsi,
UIN Ar-Raniry, 2017)
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Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)”. Secara luas penelitian Basir ini
membahas tentang pendapat mazhab Hanafi dan Maliki terkait dengan
sanksi yang dikenakan bagi pelaku liwath dan relevansinya terhadap
kemaslahatan di era sekarang ini.?®

Adapun penelitian tesebut dengan penelitian kami mempunyai
persamaan yaitu fokus penelitiannya sama terkait dengan hukuman tentang
pelaku liwath serta dalam pengumpulan data sama-sama menggunakan
metode kepustakaan. Dan mengenai perbedaannya adalah perbedaan
pendapat tokoh mengenai sanksi bagi pelaku homoseks serta relevansinya
bagi kemaslahatan.

4. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nuriswati (1221020002)
Fakultas Syari’ah dan IAIN Lampung dengan judul “Homoseksual Dalam
Pandangan Hukuman Islam Dan Hak Asasi Manusia”. Secara luas
penelitian ini membahas tentang pandangan homoseksual dalam kacamata
hak asasi manusia dan hukum Islam melalui metode komparatif.*

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian tersebut dengan
penelitian kami yakni sama-sama yang menjadi objek pembahasan adalah
liwath. Sedangkan yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian
kami yakni pada rumusan masalah yang diangkat, pada penelitian
Nuriswati membahas tentang bagaimana bentuk prespektif HAM dan

hukum'Islam dalam memandang homoseksual. Sedangkan penelitian kami

2 Muhammad Bashir, “Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Liwath (Homoseks) (Studi Perbandingan
Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)”, (Skripsi, UIN AR-Raniry, 2017)

30 Nuriswati, “Homoseksual Dalam Pandangan Hukuman Islam Dan Hak Asasi Manusia”,
(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2017)
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membahas tentang sanksi bagi pelaku homoseksual berdasarkan pendapat
tokoh dan relevansinya terhadap kemaslahatan.

5. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sabil (160104111) Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul
“Aktualisasi Teori Maqgasid A4/ Syari’ah Terhadap Pemberatan Uqubah
Pelaku Liwath (Studi Pendapat Ibnu Taimiyyah)”. Secara luas penelitian
ini membahas tentang dalil dan metode istinbath yang digunakan dalam
menetapkan uqubah pelaku liwath serta aktualisasi teori magasidus syariah
terhadap pemberatan uqubah pelaku liwath dalam prespektif Ibnu
Taimiyyah.3!

Adapun penelitian tesebut dengan penelitian kami mempunyai
persamaan Yyaitu fokus penelitiannya sama terkait dengan hukuman tentang
pelaku liwath serta jenis penelitian yang digunakan sama-sama
menggunakan studi kepustakaan. Dan mengenai perbedaannya adalah
perbedaan pendapat tokoh mengenai sanksi bagi pelaku homoseks serta
relevansinya bagi kemaslahatan.

B. Kajian Teori
Berikut merupakan pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai

paradigma dalam melakukan penelitian:

31 Qabil, “Aktualisasi Teori Magasid Al Syari’ah Terhadap Pemberatan Uqubah Pelaku Liwath
(Studi Pendapat Ibnu Taimiyyah)”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020)
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1. Tindak Pidana (Jarimah)
a. Pengertian Jarimah
Kata jarimah berasal dari ajrama-yajrimu yang artinya
mengerjakan sesuatu yang bertentangan keadilan, kebenaran serta
menyimpang dari syariat Allah SWT.32 Imam Mawardi mengatakan
bahwasannya jarimah diartikan sebagai prilaku yang dilarang oleh
hukum Islam dan diancam oleh Allah hukuman ta 'zir atau had.®®
Hukum positif dalam mengartikan tindak pidana ialah suatu kata
yang digunakan oleh para pembuat undang-undang yang ditujukan
untuk mengganti istilah straafbaar feit. Pendapat ahli hukum mengenai
pengertian straafbaar feit atau tindak pidana yaitu:

1. R. Soesilo, tindak pidana merupakan suatu prilaku yang dilarang
atau diwajibkan undang-undang yang apabila mengerjakan atau
dilalaikan maka orang yang mengerjakan atau melalaikan itu
diancam dengan pidana.3*

2. Wiryono Prodjodikoro memakai istilah tindak pidana diartikan
sebagai suatu prilaku yang pelakunya dapat dikenai hukuman

pidana.®

32 Faturahman Jamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Waca limu, 1999), 11

3 Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, (Jakarta Kencana
Pramedia Group, 2016), 1-2

3 R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, (Bogor:
Politea,1979), 9

35 Wiryono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung, PT. Eresco, 1989), 55
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b. Macam-macam Jarimah

Adapun macam-macam tindak pidana (jarimah) sebagai berikut:

1. Jarimah hudud ialah tindak pidana yang yang ancamnnya langsung
ditetapkan oleh Allah SWT dengan hukuman had. Had sendiri
merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara’ dan menjadi
hak Allah. Adapun yang termasuk dalam klasifikasi jarimah hudud
yakni, zina, perampokan, pembunuhan, menuduh zina,
pemberontakan, minum minuman keras, dan pencurian.®

2. Jarimah qgishas adalah tindak pidana yang ancamannya ditetapkan
langsung oleh Allah SWT dengan hukuman gishas atau diyat. Baik
gishas dan had keduanya adalah hukuman yang telah ditentukan
oleh syara’. Qishos mempunyai artian suatu pembalasan atas
perbuatan yang telah diperbuat oleh pelaku sesuai dengan
perbuatannya. Adapun yang termasuk dalam klasifikasi jarimah
gishos dan had ialah pembunuhan sengaja, pembunuhan
menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan
sengaja dan penganiayaan tidak disengaja.®’

3. Jarimah ta zir ialah hukuman yang diberikan kepada pelaku yang
dijatukan oleh ulil amri yang segala ketentuannya tidak ada dalam
nash. Ta’zir meliputi hukuman yang tidak termasuk dalam

" Klasifikasi pidana jenis hudud dan gishos. %"

%6 Islamul Hag, Figh Jinayah, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 55
37 Rosidin, Pendidikan Agama Islam, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), 515
38 Ali Abu Bakar dan Zulkarnai, Hukum Jinayat Aceh, (Jakarta: Kencana, 2019), 5
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c. Unsur-unsur Hukum Pidana dan figih jinayah

Unsur-unsur yang terdapat dalam figih jinayah ialah perbuatan
yang mana unsur-unsur didalam jarimah tersebut telah terpenuhi.
Dalam figih jinayah terdapat 2 unsur-unsur jarimah yakni unsur umum
dan unsur khusus. Adapun unsur formal dan unsur materiil sebagaimana
berikut:

1. Pertama yakni unsur formal (al-rukn al-syar i) yakni suatu perbuatan
yang mana telah ada ketentuan nash yang melarangnya serta
diancam apabila melakukan perbuatan tersebut.

2. Kedua yakni unsur materiil (al-rukn al madi) yakni suatu perbuatan
yang membentuk tindak pidana yang melanggar ketentuan unsur
formal %

Penjelasan diatas terkait dengan unsur jarimah itu sendiri terdiri
dari dua bagian seperti al-rukn al madi dan al-rukn al-syar’i. al-rukn al
madi menjelaskan hukum yang berlaku hanya diakhirat seperti ingkar
membayar zakat dan tidak melaksanakan puasa yang tidak bisa
dihukum di dunia. Sedangkan al-rukn al-syar’i menjelaskan terkait
hukuman yang bisa dilakukan di dunia seperti hukuman qishos,
hukuman cambuk dll.

Dalam hukum pidana juga terdapat unsur formil dan materiil
maka ‘untuk 'menetapkan perbuatan” pidana‘mesti ‘memenuhi unsur

tersebut. Diantaranya perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai

39 A. Dzajuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2015), 3
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perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut benar-benar dirasakan oleh
masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Menurut S.
R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur perbuatan pidana sebagai
berikut:*°
1. Adanya unsur kesalahan
2. Adanya subjek
3. Perbuatan tersebut melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh UU dan terhadap
yang melanggarnya diancam pidana
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.
Sedangkan menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai
berikut:*
1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan tersebut harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.
2. Metode Istinbath Hukum
a. Pengertian Istinbath Hukum
Istinbath menurut istilah yakni suatu proses mengeluarkan
“'makna dari nash-nash'yang terkandung dengan menggerakkan akal dari

seorang mujtahid. Dapat dipahami bahwasannya makna dari istinbath

40 https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat pemenuhannya-
1t5236f79d8e4b4 (Diakses pada tanggal 8 April 2021, Pukul 13.00 WIB)
41 Aswan, Tindak Pidana Berbasis Transaksi Elektronik, (Jakarta: Guepedia, 2019), 21



https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat%20pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4
https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat%20pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4
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hukum adalah kegiatan mengeluarkan suatu hukum dari dalilnya
dengan menngunakkan kemaampuan akal pikiran dari seorang mujtahid
untuk dijadikan pijakan hukum. Sedangkan istinbath hukum sendiri
mempunyai maksud untuk menetapkan suatu hukum setiap orang
mukallaf dengan berpijak pada kaidah-kaidah hukum yang telah
ditetapkan dalam sumber hukum Islam.*? Istinbath hukum sendiri
mempunyai tujuan untuk menetapkan suatu hukum atas perbuatan yang
dilakukan oleh setiap mukallaf dengan menggunakan kaidah-kaidah
hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah hukum itulah bisa
memahami hukum syara’ yang ditunjuk oleh nash, mengetahui
perbedaan pendapat diantara setiap para fugoha dalam menentukan
kasus tertentu dan mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi
pertentangan antara dua sumber hukum.
Metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Abu
Hanifah dalam menetapkan suatu hukum:
1. Sumber hukum yang pertama yakni, Al-Qur’an merupakan sumber
dari segala sumber hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum.*®
2. Sunnah seringkali disamakan dengan dengan hadist, yakni segala
sesuatu yang disandarkan oleh Rasulullah SAW baik perkataan,

perbuatan dan ketetapan.*

42 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Republik Indonesia, Ushul Figh 2,
(Jakarta: Departemen Agama, 1986), 2
4 Moh Bahruddin, IImu Ushul Figh, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019), 28-

29

4 Moh Bahruddin, llmu Ushul Figh..., 32
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3. Perkataan sahabat ialah suatu persoalan yang mana pemecahan
masalahnya ditanyakan kepada para sahabat Nabi SAW.*

4. Qiyas ialah suatu upaya menganalogikan suatu problematika yang
ketentuannya hukumnya sama dengan problematika yang ada di nash
karena unsur kesamaan.*®

5. Istihsan mempunyai artian berpalingnya mujtahid dari penggunaan
giyas yang nyata ke giyas yang samar atau umum. Dengan kata lain,
meningkalkan suatu dalil beralih pada dalil yang lebih kuat, atau
membandingkan suatu dalil dengan dalil lain untuk menetapkan
suatu hukum.*’

6. ‘Urf secara harfiah adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan
masyarakat yang dianggap baik serta berlangsung lama dan diterima
secara baik oleh akal pikiran.*®

Perkataan Imam Abu Hanifah mengenai dalil-dalil dalam
menetapkan sebuah hukum sebagaimana dalam kitab Tarikh Baghdad,
yakni:* “Saya memakai Al-Qur’an sebagai rujukan pertama. Apabila
tidak ditemukan dalam Al-Qur’an maka saya menggunakan Hadist.

Apabila didalam Al-Qur’an dan Hadist tidak ditemukan keduanya maka

saya memakai fatwa sahabat yang saya sukai dan saya tidak mau

memakai perkataan orang selain mereka. Jika sudah sampai pada

4 Moh Bahruddin, llmu Ushul Figh..., 75
4 Moh Bahruddin, llmu Ushul Figh..., 60
47 Moh Bahruddin, Ilmu Ushul Figh..., 63
48 Moh Bahruddin, IImu Ushul Figh..., 67
49 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu Hanifah, (Solo: Agwam, 2012),171
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sekelompok orang yang berijtihad seperti, lbrahim, Asy-Sya’bi, Ibnu
Sirin, Hasan dan Said bin Musayyab, maka saya pun ikut berijtihad
seperti halnya mereka”.

Sebagaimana yang dikutip dalam kitab Al-Intiga’ karya lIbnu
Abdilbar dan didalam kitab Managib Abi Hanifah karya Muwaffaq Al
Makki, Imam Abu Hanifah berkata:*® “Saya menggunakan qiyas
sebagai dasar hukum. Apabila dalam giyas tidak ditemukan maka saya
menggunakan ihtisan sebagai dasar hukum. Apabila dalam giyas dan
ihtisan tidak ditemukan didalam keduanya maka saya mempergunakan
adat istiadat (Urf) sebagai dasar hukumnya”. Sahl berkata “itulah adalah
metode-metode dasar hukum dalam mentetapkan hukum oleh Abu
Hanifah”.

3. Jarimah Liwath (Homoseksual)
a. Pengertian Liwath (Homoseks)

Liwath atau homoseksual ialah suatu tindakan hubungan seks
yang menyimpang guna memuaskan seseorang.®! Liwath juga bisa
diartikan sebagai bentuk kejahatan yang terdiri dari hubungan seksual
antara laki-laki dengan laki-laki melalui lubang anus.>? prilaku ini
merupakan bentuk penyimpangan seks yang dikenal dengan sodomi dan

pernah dilakukan oleh penduduk Sodom suatu kaum yang ingkar

50 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu ...,171

51 Abdul Rahman | Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2015), 315

52 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan
Agenda, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 166
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kepada Allah SWT serta suatu kota tempat nabi Luth hidup yang mana
penduduknya dimusnakan.

Liwath menurut prespektif figih jinayat termasuk prilaku yang
keji sebab bertentang dengan fitrah manusia yang dalam penciptaannya
berpasang-pasangan bukan malah sebaliknya. Supaya dalam
keberlangsungan hidupnya bisa melahirkan sebuah keturunan.>® liwath,
diartikan aktivitas seksual pria dengan pria yang dinisbatkan kepada
umat Nabi Luth yang durhaka dan pernah berbuat hal sekeji itu. Kaum
tersebut berdomisili di negeri Sodom yang sekarang lebih dikenal
dengan Yordania dan menurut bangsa barat perbuatan tersebut disebut
dengan prilaku sodomi.>*

Liwath Menurut Eksiklopedi Indonesia adalah bahasa untuk
membuktikan indikasi adanya hasrat seksual dan tindakan terhadap
orang lain dari sesama jenis.>® Praktek liwath ini biasanya dilakukan
melalui hubungan intim melalui mulut atau dan anus. Di negara-negara
barat sudah banyak yang menjalankan praktek tersebut dan Belanda
merupakan negara yang pertama kali melegalkan praktek tersebut. Dan
disana biasanya kelompok homoseks mempunyai undang-undang
perlindungan khusus sehingga bisa diperbolehkan melakukan

perkawinan dengan sejenis.

53 Masfjuk Zuhdi, Masail Figiyah, (Jakarta: Haji Masaung, 2015), 37
54 Abd. Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid I1l, (Jakarta: PT. Ikhtiar Van Houve, 1996),

563

55 Abu Ghifari, Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern, (Bandung: Mujahid, 2004), 80
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Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwasannya homoseks secara
umum merupakan suatu tendensi nafsu laki-laki kepada sesama laki-
laki lainnya, sehingga laki-laki tidak mempunyai hasrat untuk
melakukan hubungan intim terhadap wanita. Sedangkan lesbian adalah
suatu kecenderungan nafsu wanita kepada sesama wanita lainnya
sehingga melakukan hubungan seks, Sehinga wanita tersebut tidak
memiliki gairah terhadap pria.

. Ketentuan Dasar Hukum Liwath

Seperti yang diketahui bersama, bahwa praktek liwath atau
homoseksual merupakan perbuatan keji sekaligus tercela dan bisa
berdampak pada kemoralan masyarakat. Hal ini sebelumnya telah
berlaku pada zaman nabi Luth yang mana penduduk sodom
mengerjakan praktik hubungan intim sesama jenis sehingga pada masa
itu Allah SWT langsung mengazab kaum Sodom tersebut supaya
menjadi ibrah bagi manusia dimasa mendatang. Sebagaimana yang
tertuang dalam Al-Qur’an pada surat Al- A’raf ayat 80-83:

) Gl 23 s 2t K b s W) 88 S0l 06 ) B

s 0% o o A (et 0 B Mok oI L BT ¥ .08 ow D04 i 79’:2:/
Y) Ditanss Ol 08 Lafj_ejw.a 25 V.A.:\ J.. SL..M.)J\ 033 ‘s 85¢ J\:-;S\ oyl

E38 Sain ) adlsly wE i sl 2 g o b 21 36 O
L

Artlnya Dan kami Juga telah mengutus Luth kepada kaumnya mgatlah
il tatkala dia berkata pada mereka “méngapa kamu' mengerjakan
perbuatan fasiyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh
seorangpun di dunia ini sebelummu? “sesungguhnya kamu
mendatangani lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada
mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum
yang melampaui batas. Jawaban kaumnya tidak lain hanya
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mengatakan, “Usirlah mereka Nabi Luth dan pegikutnya dari
kota ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang
berpura-pura menyucikan diri”. Kemudian kami selamatkan
Luth dan pengikutnya kecuali istrinya, dia termasuk orang
yang dibinasakan. (QS. Al-A’raf ayat 80-83).%°
Ayat diatas menguraikan bagaimana bentuk azab yang diterima
oleh kaum Nabi Luth karena telah mendurhakai Allah SWT dan
meninggalkan persoalan tauhid dan uluhiyyah yang menjadi pangkal
dalam ibrah nabi-nabi sebelumnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya
tidak lepas dari persoalan mengesakan tuhan mengingat jika kita yakin
pada sang khalik, maka Allah pasti memberikan jalan kepada kita untuk
patuh terhadap segala baik kewajiban maupun larangan-Nya.
Disamping itu ayat ini juga mendeskripsikan kisah kebiadaban
dari pengikut Nabi Luth yang durhaka yang karena ingkarnya kepada
Allah SWT dan Rasulnya, lantas Allah memberikan bencana alam pada
saat itu juga sebagai ibrah bagi manusia mendatang. Kisah ini juga
memberikan sebuah isyarat supaya manusia agar kembali kepada
sunnatullah yang mana manusia diciptakan berpasang-pasangan sesuai
kodaratnya untuk memperolen  keturunan sehingga menjaga
keberlangsungan umat manusia hingga kini.
Dalam tafsir Al Misbah karangan Quraish Shihab memberikan
penafsirkan bahwa Nabi Luth mengenai ayat tersebut mempunyai
“'perbedaandengan Nabi-nabi terdahulu. Beliau tidak ‘menyampaikan

mengenai mengesakan tuhan, akan tetapi tidak berarti bahwa nabi Luth

56 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 87
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tidak mengajak masyarakat sodom untuk melaksanakan tauhid, akan
tetapi ada tugas yang lebih urgent yang beliau emban bersama
pelurusan agidah mereka yaitu penyimpangan seks liwath.>’

Bagi manusia hubungan seks merupakan suatu kebutuhan, akan
tetapi hanya ditujukan terhadap lawan jenis bukan malah sebaliknya.
Laki-laki mencintai wanita dan demikian pula sebaliknya. Dan
selanjutnnya fitrah perempuan ialah mempunyai satu suami sedangakan
pria diberikan keleluasaan untuk berpoligami dengan catatan syarat-
syarat dan batasan tertentu yang diatur oleh syara’.>®

Dalam firman tuhan lainnya pada surat Al-Ankabut ayat 28-29

menegaskan:

K Gl 63 050 10 s 2K Lo 53 20 5ol J6 Y By
Diaagh Olgt S8 Lk &2 ;&;u RS il B3alaity Jisgh 053
L) e &5 A oIy G 16 )

Artinya: Dan Ingatlah ketika Luth berkata: “Sesungguhnya kamu benar-
benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum

pernah dilakukan oleh umat nabi terdahulu”. Apakah
sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun

dan mengerjakan kemungkaran ditempat-tempat
pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya

mengutarakan: “Datangkan kami azab Allah SWT, jika kamu
termasuk orang-orang yang benar”. (QS al-Ankabut: 28-29)%

Dalam dalil ayat yang terkandung diatas memberi penjelasan
tentang kebiadapan yang diperbuat oleh masyarakat sodom yakni ketika

Nabi Luth berkata sesungguhnya kalian telah berbuat suatu prilaku

57 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jilid V, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 160
58 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah..., 160
59 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah..., 396
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tercela dan belum sama sekali diperbuat oleh umat terdahulu. Hal ini
sangat membuktikan bahwasanya umat Nabi Luth pada saat itu sangat
buruk perbuatanya yakni homoseksual sehingga Nabi Luth dengan
spontan mengataakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan fasiyah atau
buruk.

Pembelotan fitrah ini nampak jelas pada kisah penduduk Sodom
pengikut Nabi Luth yang penyimpangannya sama sekali tidak pernah
dilakukan oleh umat-umat nabi terdahulu. dengan demikian umat yang
durhaka kepada Nabi Luth merupakan penduduk pertama yang berbuat
kelainan seksual yang sangat abnormal yakni liwath.

Sedangkan dalam hadist Nabi Muhammad Saw mengenai
ketentuan hukum liwath terdapat pada hadist Nabi Saw yang
diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas:

s Jprially o B0 b o35 e e 4855 0
Artinya: Barang siapa dari kalian mendapati seseorang
melakukan praktek seperti prilaku kaum Luth, maka bunuhlah pasangan
sekaligus pelakunya karena prilaku itu. (HR. Ibnu Majah dari lbnu
Abbas)®°

Adapun dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Nasai dari

Ibnu Abbas:
ks 0 A5 ol o35 as ot 52 0 G5 Lol o35 e s 16 0 G
byl o s

60 Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah..., 366
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Artinya: Allah Swt melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan
seperti kaum Nabi Luth, (Rasulullah mengulanginya sebanyak
tiga kali). (HR. Nasa’i)®!

Berdasarkan dalil diatas memberi pemahanan kepada kita
bahwasanya prilaku homoseksual yang dikerjakan oleh umat Nabi Luth
yang durhaka merupakan penyimpangan seksual dan menjijikan serta
layak dikategorikan sebagai perbuatan yang haram. Dan menurut
kesepakatan ulama semua sepakat bahwasannya prilaku homoseksual
menetapkan hukum haram berdasarkan nash syar’i.

c. Pandangan Para Ulama Terkait Prilaku Liwath

Ulama dalam menetapkan jenis hukuman sanksi masih
berselisih paham terhadap pelaku homoseks itu kepada tiga pendapat:®2
1. Pendapat yang pertama, menjelaskan bahwasanya pelaku homoseks

dikenai hukuman dengan dibunuh. Pendapat ini di ilhami oleh
sahabat-sahabat Nabi SAW, Al-Nashir dan Qasim Bin Ibrahim serta
Imam Syafi’l dalam satu Riwayat hadist. Pendapat ini mereka

sandarkan dalam hadist Riwayat Nasai dan Ibnu Majah dari lbnu

Abbas:

o il e LIBG LT o35 4as e 458055 1
Artinya: Barang siapa dari kalian mendapati seseorang melakukan
praktek seperti prilaku kaum Luth, maka bunuhlah

ligilib 1, i ilib cid  digil 1 igilib.uinkhas.ar igilib.uinkh id ib.uinkhas.ac.ic

61 Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali Al Khurosani An Nasai, As-Sunan Al Kubro, Juz
4, (Beirut: Massasah Ar Risalah, 2001), 856. Lihat Juga
http://marhalahsebelas.blogspot.com/2015/10/hati-hati-syubhat-Igbt.ntmlI?m=1  (Diakses Pada
Tanggal 05 Februari 2022, Pada Pukul 19.00 WIB)

62 Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, Jilid Il (t.tp: Dar al Kitab al-Islamy Dar al hadist, t,t.), 366. Lihat
juga Huzaemah Tahido Yanggo, Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam,
Misykat, Vol 03, No 02 (2018), 13
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pasangan sekaligus pelakunya karena perbuatan itu. (HR.
Ibnu Majah dari lonu Abbas)®

2. Pendapat yang kedua, diutarakan oleh Imam Syafi’i dalam
argumentasinya yang termasyur menjelaksan pelaku homoseks wajib
dirajam tanpa membedakan status pelakunya yang masih menikah
atau belum menikah. Dan Sebagian ulama Said bin musayyab, Atta’
bin Abi Rabah, Sufyan al-Sauri dan sebagian ulama mahzab Syafi’i,
dalam penerapan sanksinya kepada pelaku homoseks digiyaskan
dengan hukuman zina.®*

Mereka berargumentasi bahwasannya kepada pelaku
homoseks diberikan sanksi had zina yaitu dicambuk jika pelakunya
masih ghairu muhson dan jika pelakunya sudah menikah dihukumi
rajam. Hal ini karena ada unsur kesamaan prilaku homoseks dan zina
sehingga dijatuhi hukuman had zina.

3. Pendapat yang ketiga, menjelaskan hukuman bagi pelaku homoseks
diserahkan kepada ulil amri. Argumentasi ini disampaikan oleh
Imam Abu Hanifah, al-Murtadha dan Mu’ayyad Billah dan Imam
Syafi’i dalam riwayat lain. Ulil amrilah yang berhak menetapkan
jenis sanksinya, karena menurut mereka prilaku tersebut tidak masuk
dalam klasifikasi prilaku zina, maka sanksinya tidak dapat

digiyaskan dengan had zina.®

63 Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah..., 366
64 Sayyid Sabig, Figh al-Sunnabh..., 367
8 Sayyid Sabig, Figh al-Sunnabh..., 367
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Penetapan uqubah ta’zir terhadap pelaku homoseks
berdasarkan pemikiran ulama Hanafi yang mana homoseks dan zina
bahaya yang ditimbulkan lebih besar zina daripada homoseksual.
Homoseks tidak bisa membuahkan keturunan dan tidak pula
merusak garis keturunan seseorang, dan berdasarkan nash Al-Qur’an
tidak ditemukan secara spesifik sanksi mengenai hukuman homoseks
sehingga layak dihukumi ta 'zir.%

Menurut al-Syaukani, pendapat yang Pertama merupakan
pendapat paling muktabar sebab disandarkan nash shahih, sedangkan
pendapat yang kedua dianggap lemah karena hadist yang dipakai lemah.
Demikian halnya dengan pendapat yang ketiga, juga dianggap lemah,
karena kontradiksi dengan nash yang telah memutuskan bagi pelaku
homoseks hukuman mati, bukan sanksi ta zir.5"

d. Qonun Aceh tentang Hukum Jinayat

Terkait dengan pemidanaan bagi pelaku liwath ditemukan juga
selain didalam hukum positif yakni dalam gonun Aceh tentang hukum
jinayat tepatnya didalam pasal 63 yang berbunyi:®®
1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah liwath

diancam dengan uqubat ta’zir paling banyak 100 kali cambukan atau
denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling

""lama 100'bulan.

 Ramlan Yusuf Rangkuti, Homoseksual Dalam Prespektif Hukum Islam, Jurnal Ilmu Syari’ah
dan Hukum, Vol 46, No. 1 Januari- Juni (2012), 207

7 Abdul Qadir Audah, al-Tasyri al-Jina’l al Islamy, (Iskandariah: Dar Nasyr al Tsagafiyyah,
1949), 186. Lihat juga Huzaemah Tahido Yanggo, Penyimpangan Seksual (LGBT)..., 15

 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
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2. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam pada ayat (1) diancam dengan uqubat ta’zir cambuk 100 kali
dan ditambah dengan denda paling banyak 120 gram emas murni
dan/atau penjara paling lam 12 bulan.

3. Setiap orang yang melakukan liwath dengan anak, selain diancam
dengan uqubat ta’zir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
ditambah dengan cambukan 100 kali atau denda paling banyak 100
gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.

. Tujuan Pemidanaan Bagi Pelaku Homoseksual

Dalam menetapkan suatu hukuman pastilah ada tujuan yang
hendak dicapai terhadap suatu perbuatan jinayah. Maksud
ditetapkannya sanksi pada suatu prilaku jarimah dalam Islam ialah
semata-mata untuk memberikan rasa aman serta menolak kerusakan.

Istilah ini sering disebut dengan magashidus syari’ah. Adapun konsep

magqashidus syari’ah tercakup dalam lima hal, yakni:

1. Memelihara agama

2. Memelihara jiwa

3. Memelihara harta

4. Memelihara keturunan

5. Memelihara akal

‘Terhadap tujuan pemidanaan bagi pelaku kehatan homoseksual,
juga memiliki tujuan tersendiri. Tujuan yang sangat nampak dalam

pemidanaan pelaku homoseksual, yakni memelihara agama. Karena
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agama merupakan pondasi atau kumpulan aturan hukum yang
fundamental dalam membentuk akhlak bagi manusia. Dari segi hukum
dalam Islam, hukuman ini semata-mata untuk menjaga agama agar
tidak terjadi penyimpangan, khususnya islam hanya melegalkan
distribusi  hubungan seksual lewat lawan jenis melalui lebaga
perkawinan yang sah. sedangkan hal yang dilakukan oleh kaum gay
maupun leshian termasuk dalam praktik menyimpang dan melawan
fitrah. Abdul Wahab Khallaf berpendapat dalam mengkonstruck suatu
hukum itu dimaksudkan dapat mewujudkan kemaslahatan umat
manusia dan menolak kerusakan.®

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwasannya tujuan
pemidanaan bagi pelaku homoseksual baik dirajam maupun dita zir
semata-mata hanya untuk mengimplementasikan kemaslahatan umat.
Disamping itu juga, menjaga kemurnian syariat Islam lewat lembaga
perkawian. Sedangkan dari segi akhlak, penerapan pemidanaan sebagai
bentuk ibrah bagi masyarakat agar tidak terjadi kemerosotan moral
manusia.
Dampak Prilaku Homoseks

Penyimpangan seks merupakan perbuatan keji yang impactnya

sangat berbahaya bagi pelaku maupun orang sekitar beserta

“lingkungannya. Jika pada ‘masa ‘Nabi Luth ‘penduduk ‘Sodom diberikan

kehancuran yang sangat dasyat dengan hukuman hujan batu akibat dari

8 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jiid 2, Cet 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),

103
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tindakan merekan yang tidak bermoral, maka pada era sekarang bisa

dilihat dampat negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan homoseks ialah

memunculkan penyakit kelamin.
Islam sangat melarang keras perbuatan liwath karena
mempunyai dampak buruk sehingga menyebabkan hal-hal berikut: "

1. Mengakibatkan rusaknya syaraf otak

2. Timbulnya penyakit syndrom atau gejala penyakit mental.

3. Lebih suka sendiri dan mudah tersinggung

Dampak praktik homoseksual secara kehidupan sosial, politik
dan ekonomi, sosiologi bahkan agama misalnya: "

1. Pertama, berdasarkan kaidah hukum yang pertama dalam Islam yaitu
Al Qur’an bahwa suatu perbuatan maksiat akan meberikan suatu
azhab bagi pelakunya disuatu negeri. Jika perbuatan tersebut terjadi
maka tinggal tunggu azhab tersebut. Dan dalam azab tersebut
dilimpahkan bukan hanya kepada pelaku melainkan kepada
penduduk suatu negeri seperti halnya umat nabi Luth.

2. Kedua, suatu kelompok yang ada didalamnya pelaku homoseks atau
liwath, maka akan memicu hilangnya keberkaan didalam suatu
kelompok.

3. Ketiga, dikhawatirkan munculnya wabah penyakit akibat dari

"""perbuatan homoseks tersebut yang secara luas di‘masyarakat, wabah-

wabah tersebut tidak akan menulari pelaku homoseks saja melainkan

70 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah), (Bandung:
Pustaka Setia, 2013)
I Huzaemah Tahido Yanggo, Penyimpangan Seksual (LGBT)..., 22-23
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orang yang tidak ikut praktek sama sekali bisa saja terkena wabah
tersebut.

4. Keempat, perbuatan liwath tersebut dapat menggerus moralitas yang
ada di masyarakat dan memunculkan pergulatan jiwa serta dalam
tahap kritisnya membuat kelemahan sel-sel syaraf dikarenakan
pelaku homoseks hanya berorientasi hawa nafsu saja.

5. Kelima, orang yang melakukan perbuatan homoseks dalam
kehidupannya akan dikucilkan yang dalam pergaulannya akan
dibatasi. Dan dalam struktur masyrakat akan mendorong
dibentuknya suatu aturan dan hukum untuk mengantisipasi perbuatan
homoseks semakin luas di masyrakat.

Itulah beberapa pendapat yang bisa penulis jabarkan mengenai
akibat yang ditimbulkan oleh praktek homoseksual, dewasa ini prilaku
homoseks menjadi suatu gejolak yang mengerikan sehingga
menimbulkan berbagai penyakit yang menular, sehingga semua orang
terkontaminasi perbuatan tersebut dan prilaku seksual menyimpang
juga.

. Hikmah Diharamkan Praktik Liwath

Hikmah diharamkannya liwath adalah karena sejatinya laki-laki
dan perempuan dalam pencipataannya selalu berpasang-pasangan.
“'Sementara perbuatanliwath' sangat” Kontradiksi “denganetika, moral
serta fitrah manusia yang berpasang-pasangan. Baik mereka benci

karena terhadap perempuan sehingga melampiaskan kepada sesama
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jenis, hal ini sangat jauh dari etika duniawi maupun agama Islam yang

mengajarkan keindahan."

Hikmah dari pengharaman perbuatan liwath juga memberikan
penegaskan bahwa kaum adam wajib sejalan dengan kodrat yang telah
diberikan sang khalik adalah sebagai pemakai baju dan bajunya ialah
pasangannya sendiri.”® Dalam konteks ini sudah berbeda sekali dengan
apa yang diperbuat oleh pelaku jarimah liwath karena telah
bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama.

Adapun jika meninjau dari segi kodrat, segi teologis, norma
kesopanan dan Kesehatan sebagai berikut:’*

1. Bila meninjau dari kodrat semestinya, laki-laki adalah untuk
perempuan dan demikian juga dengan perempuan untuk pria. Maka
mereka sudah menjalanakan sunnatullah serta hukum alam. bila ada
betina pasti ada jantan, bila ada bulan pasti ada mata hari begitupun
juga manusia ada laki-laki serta perempuan.

2. Bila ditinjau dari segi teologis, maka sesungguhnya Allah mencintai
keindahan maka letakanlah keindahan tersebut ke tempat yang
diridhai oleh Allah SWT. Maka pergunakanlah anggota tubuhmu

sebagaimana mestinya.

72 Abdur Rahman | Doi, Hudud Dan Kewarisan Dalam Syari’ah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1996), 49

3 Syekh Ali Ahmad Jurjawi, Indahnya Syariat Islam, (Terj: Faisal Shaleh, dkk), Cet. I, (Jakarta:
Gema Insani, 2006), 599

4 Muhammad Bashir, “Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Liwath (Homoseks) (Studi Perbandingan
Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)”, (Skripsi, UIN AR-Raniry, 2017), 37-38
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3. Bila ditinjau dari norma kesusilaan, maka perilaku homoseksual
tidak semestinya dilakukan oleh laki-laki yang merdeka dan
mempunyai harga diri. Bagaimana mungkin anggota tubuh laki-laki
mau digauli oleh oleh sesama jenis, hal ini adalah sesuatu yang
buruk dan aib di masyarakat. Begitu pula dengan wanita mana
mungkin sudi digauli oleh sesama jenis, tentu saja hal itu merupakan
bentuk kemerosotan marwah yang ada pada perempuan.

4. Bila ditinjau dari kesehatan, prilaku homoseksual sangat rentan
terinfeksi penyakit kelamin seperti aids dan penyakit menular
lainnya. Oleh karenanya sangat baik jika kita semua menghindari
perbuatan homoseks jika melihat akibat yang ditimbulkan dari
perbuatan tersebut.

Penderita liwath biasanya melakukan sodomi melalui anus yang
mana anus merupakan tempat keluarnya kotoran. Sungguh
penggambaran yang sangat memilukan, bagaimana mungkin laki-laki
yang mempunyai harga diri bisa melakukan perbuatan yang dilaknat
tersebut. Perlu kita ketahui bersama bahwa anus merupakan tempat
kotoran yang didalamnya bersarang bakteri yang mematikan, virus juga
tempat pembuangan dalam sistem pencernaan manusia. Ini sangatlah
berlainan dengan vagina yang memang didesain oleh tuhan untuk
“'berhubunganseks serta didalamnya terdapat pelindung supaya terhindar

dari kuman yang mematikan.
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Dari penjabaran hikmah pengharaman diatas bahwa segala
sesuatu yang bertentangan dengan agama maka terdapat mudharatnya
dan pasti akan mengundang bibit penyakit baik berbentuk lahiriah
maupun batiniyah. Maka sudah sepatutnya kita sebagai pribadi muslim
wajib mematuhi segala ketentuan yang telah digariskan oleh Tuhan
yang maha esa serta Rasul baik perintah maupun larangan sehingga
dapat memberikan kemaslahatan bersama bagi perorangan sekaligus
kelompok.

4. Hukuman Ta’zir
a. Pengertian Ta’zir

Secara bahasa ra’zir diartikan mencegah atau menolak
kejahatan. definisi tazir merupakan suatu bentuk pelajaran serta
pendidikan. Dikatakan seperti itu karena ta zir mempunyai tujuan agar
pelaku yang tidak melakukan jarimah lagi dan sebagai efek jera dari
perbuatan yang dilakukannya. Adapun Al Mawardi memberikan
argumennya mengenai ta zir yaitu hukuman yang berbentuk pendidikan
atas prilaku dosa yang hukumnya belum ditentukan oleh syariat Islam.”™

Sedangakan ta zir menurut para fuqoha’ merupakan hukuman
yang ketentuannya tidak terdapat dalam nash dan hadist yang bekorelasi

dengan jarimah yang dilanggar hak Allah dan hak hamba yang

5 Abu Hasan Ali Al-Mawardi, Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1996), 236.
Lihat juga M Nurul Irfan dan Masyrofah, Figih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 137
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mempunyai tujuan untuk memberi suatu pengajaran dan pendidikan
kepada seseorang.’®

Ta’zir juga bisa didefinisikan sebagai perbuatan maksiat yang
dalam hukumannya dan pelaksanaanya belum ada nash maupun as-
sunnah yang mengatur sehingga hukumannya diserahkan sepenuhnya
kepada hakim atau penguasa.

b. Dasar Penetapan Ta’zir

Penetapan fa zir didasarkan pada hadist Nabi Saw sebagai
berikut:

Artinya: Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya
bahwasannya Nabi Saw menahan seseorang karena dicurigai
melakukan suatu kejahatan. (HR. Abu Dawud, At Tirmidzi,
An Nasai dan Baihagi. Dishahihkan oleh Hakim)’

Berdasarkan dalil yang dikemukakan diatas menjelaskan tentang
bagaimana sikap Rasulullah terkait seseorang yang diduga melakukan
perbuatan jarimah agar ditahan terlebih dahulu sampai proses
penyelidikan dan juga agar tersangka tidak menembunyikan barang
bukti dan melarikan diri.

c. Tujuan Diberlakukan Sanksi Ta’zir

Dibawah ini maksud diberlakukan sanksi za zir, antara lain:"®

76 Djazuli, Figh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2000), 89

7 Sayyid Sabiq, Figh Al Sunnah, Jilid Il, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 497. Lihat juga M Nurul
Irfan dan Masyrofah, Figih..., 140

72 M Nurul Irfan dan Masyrofah, Figih ..., 142
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1. Sebagai sarana pencegahan (preventif), dikhususkan kepada
setiap individu agar tidak memdekati perbuatan pidana.

2. Sebagai sarana untuk memberikan efek jera bagi pelaku,hal ini
ditujukkan agar orang yang bersangkutan melakukan perbuatan
pidana agar ada efek penyesalan untuk tidak mengulanginya
lagi.

3. Sebagai sarana pendidikan, diharakan setelah mendapatkan
ta zir bisa merubah sikap maupun priilaku agar bisa lebih baik.

d. Macam-macam Hukuman 7a’zir
Dalam memutuskan suatu hukuman maka hakim hanya
memberikan hukuman secara umumnya dalam artian hakim hanya
menentukan hukuman untuk masing-masing jarimah ta zir, hukuman
yang diberikan hakim bisa ringan sampai yang berat. Macam-macam
hukuman ta ’zir adalah sebagai berikut: "

1. Hukuman Mati
2. Hukuman Cambuk
3. Hukuman Penjara

4. Hukuman Denda

7% Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255



BAB I
METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian
Metode secara bahasa menurut Van Perseun ialah suatu tindakan yang
wajib dilakukan saat penyelidikan atau penelitian.®% Metode penelitian sendiri
biasanya memuat uraian mengenai berbagai cara penelitian yang dipilih.8!
Mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan merupakan
suatu bentuk fungsi metode penelitian agar dalam penelitian tersebut lebih
sistematis dan tersusun rapi.®2
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah
penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan sendiri mempunyai artian
penelitian yang mana jenis penelitiannya menggunakan buku maupun
literatur sebagai sumber data rujukan.®3 Dalam hal ini menggunakan buku-
buku yang berkaitan dengan pendapat Imam Abu Hanifah mengenai
hukuman homoseksual serta buku hukum pidana positif.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,
ialah suatu penelitian yang mana pendekatannya melalui perundang-

undangan serta putusan-putusan pengadilan dan norma hukum yang terjadi

8 Johnny Ibrahim, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2010), 25

8 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya IImiah, (Jember: IAIN Jember, 2020), 46

8 Muhammad Danial, “Relasi Agama Dan Negara (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish
Madjid dan Abdurrahman Wahid)”, (Skripsi, IAIN Jember, 2021), 73

8 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1-2
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di lingkungan masyarakat.®* Pendekatan perundang-undangan disini
bertujuan untuk menelaah semua peraturan yang berkorelasi dengan
pemidanaan pelaku homoseksual baik dari hukum pidana maupun figih
jinayah.
3. Sumber dan Jenis Data
Dalam penelitian hukum jenis data terbagi menjadi 2 bagian yaitu
sumber data primer serta sumber data sekunder.®® Sumber data sendiri
mempunyai artian bagaimana data tersebut bisa didapatkan oleh peneliti.
Karena penelitian ini termasuk dalam klasifikasi penelitian kepustakaan.
Sumber data didapatkan melalui menelusuri literatur-literatur yang
berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
Khususnya tentang hukuman bagi pelaku homoseksual.
a. Sumber Data Primer
Data primer ialah sumber data utama yang didapatkan secara
langsung atau yang bisa kita sebut dengan data yang mengikat. Dalam
penulisan skripsi ini data primer yang digunakan yakni:
1. Kitab Bada’i Shana’i karangan Abi Bakr Bin Mas’ud al Kasani
2. Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab karangan Ahmad Asy-
Syurbasi
3. Figih Islam Wal Adilatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili
“'4."Fikih Empat Mazhab karangan Abdurranman Al-Juzairi™ "

5. Syarah Fathul Qadir karangan Ibnul Humam

8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet. 11, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105
8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum..., 106
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6. Biografi Imam Abu Hanifah karangan Abdul Aziz Asy-Syinawi
7. KUHP, Sumber perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan
praktik homoseksual
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua
setelah data primer. Data sekunder umumnya berupa buku, artikel
maupun jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis
angkat. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum
pendukung, literatur-literatur hukum pendukung yang berhubungan
dengan judul skripsi ini. Adapun data skunder yang saya gunakan
dalam skripsi ini yakni:
1. Figih Sunnah karangan Sayyid Sabig
2. Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Prespektif Hukum Islam
dan Hukum Positif karangan Siska Lis Sulistiani
3. Hukum Pidana Islam (Figih jinayah) karangan Mustofa Hasan dan
Beni Ahmad Saebani serta buku maupu jurnal lain yang berkaitan
dengan pemidanaan pelaku homoseksual
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan
studi kepustakaan. Studi kepustakaan sendiri dilaksanakan guna
‘menyeleksi landasan ‘teori ‘berupa pendapat para ahli-ahli ‘hukum Islam

yang relevan dengan judul proposal untuk mendapatkan informasi
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tentang pemidanaan bagi pelaku liwath baik dalam bentuk data melalui
naskah yang resmi.®
5. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan metode
deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis mempunyai artian
menguraikan dan memberikan penafsiran apa yang ada serta pendapat
yang ada dan proses yang berlangsung maupun yang telah berkembang.®’
Metode ini digunakan untuk menganalisis serta menggambarkan
pemikiran Imam Abu Hanifah tentang hukuman liwath.
6. Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data sangat penting agar penelitian yang
dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya melalui verifikasi
data, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi yakni dengan
teknik pemeriksaan keabsahan data yang dengan memanfaatkan sesuatu
yang lain diluar data untuk kepentingan pengecekan atau sebagai
pembanding data. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan untuk itu
penulis memperoleh data dari dokumen tertulis atau buku-buku yang
kemudia memberikan pandangan berbeda mengenai fenomena yang

dikaji %8

8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum..., 107
87 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum..., 107
8 M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Imam Abu Hanifah

1. Nama dan Nasab

Imam Abu Hanifah atau yang lebih populer dengan Imam Hanafi
merupakan salah satu dari empat imam mazhab dalam Islam yang
terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau dikenal sebagai seorang memiliki
kedalaman ilmu figh di negara Irak, beliau juga dikenal dengan ahlu ra’yu
karena dalam menghadapi segala persoalan lebih menggunakan pendekan
pikiran yang rasional .

Nama asli Abu Hanifah ialah Annu’man, Tsabit, Nu’man, Al-
Marzuban merupakan orang keturunan Persia dari kalangan orang merdeka
dan ada juga yang berpendapat bahwa nasabnya ialah Nu’man bin Tsabit
az-Zauthi Al-Farisi.®® Dengan demikian, Imam Abu Hanifah termasuk
orang asli Persia. Imam Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 H atau 659
M di Kuffah dan wafat pada tahun 150 H atau 767 M. beliau meninggal
dunia pada saat di tahanan.®® Orang tua beliau dari bangsa Persia, akan
tetapi, ayah beliau sudah hijrah ke Kuffah sebelum beliau dilahirkan.

Cucu Imam Abu Hanifah, Ismail bin Hammad juga mengatakan
“Saya Ismail bin Hammad Bin Nu’man bin Tsabit bin Nu’man bin

Marzaban adalah keturuinan orang Persia yang merdeka. Demi Allah, tidak

8 Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, (Semarang: Amzah, 1991),

12

% Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu Hanifah, (Solo: Agwam, 2012), 10
% Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat..., 14

49
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pernah ada histori perbudakan dalam sisilah keluarga kami, Kakekku,
Tsabit, pernah betemu Amirul Mukminin Ali Bin Abi Tholib ketika beliau
masih anak-anak. Amirul Mukminin lantas mendoakan kakek beserta
keturunannya. Dan kami berharap kepada Allah mengijabahi.”
Para sejarawan Islam berbeda pendapat dalam penyematan nama
Abu Hanifah. Pendapat pertama vyaitu karena Imam Abu Hanifah
Mempunyai anak yang bernama hanifah, sehingga kalangan masyarakat
banyak yang memanggilnya dengan sebutan Abu Hanifah. Pendapat yang
kedua, karena penyebutan nama Abu Hanifah diambil dari kata “hanif”
yaitu seorang yang memiliki sifat sholen dan lurus. Penyebutan kata
“hanif” bukan tanpa alasan mengingat Nu’man bin Tsabit dikenal sebagai
seorang yang sholih dan bertakwa sehingga masyarakat menjulukinya
dengan dengan sebutan Imam Abu Hanifah. Pendapat ketiga, mengacu
pada background keluarga beliau yang berasal dari Persia. Dalam bahasa
Persia Hanifah diartikan tinta. Maka tidak heran apabila Imam Abu
Hanifah mempunyai banyak murid karena ia sangat dekat dengan tinta.®®
2. Kondisi politik
Semasa hidup Imam Abu Hanifah menjumpai 2 masa kerajaan
besar yakni kerajaan Umayyah dan kerajaan Abbasiyyah. Beliau sangat
mendukung gagasan-gagasan dari Alawiyyin dan terhadap gagasan dari
Umayyah belial‘sangat kontra. Pada ‘suatu” ‘waktu" ImamAbu" Hanifah

dimintai sebagai hakim dikota Kuffah oleh khalifah Yazid bin Umar bin

92 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam..., 10
9 Wildan Jauhari, Biografi Imam Abu Hanifah, (Jakarta: Rumah Figih Publishing, 2018), 5-6
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Hirabah. Akan tetapi, beliau secara tegas menolak untuk dimintai sebagai
hakim karena beliau memandang sistem pemerintahan yang dijalankan
oleh dinasti Umayyah kurang baik. Lantas khalifah Yazid marah dan
memberikan hukuman kepada Imam Abu Hanifah dengan hukuman
cambukan 110 kali rotan. Akan tetapi Imam Abu Hanifah tidak serta merta
langsung mengiyakan hukuman yang diterimanya sehingga tidak berselang
lama akhirnya khalifah yazid membebaskannya.*

Menurut ahli sejarawan dalam catatan riwayat lain bahwa khalifah
Yazid tidak meminta Imam Abu Hanifah menjadi hakim melainkan
menjadi penjaga Baitul-Mal. Meskipun Abu Hanifah telah dibebaskan
segala tingkah lakunya masih mendapat pengawasan dari dinasti
Umayyah. Lantas beliau langsung hijrah ke Makkah selama 6 tahun guna
memperdalam keilmuannya khususnya ilmu figih dan hadist.®®

Dalam hal pemerintahan Imam Abu Hanifah memberikan
penolakannya terhadap pemerintahan dinasti Abbassiyah yang dipimpin
oleh khalifah Abu Ja’far Al Mansur. Lantas untuk mengetahui maksud
penolakan Imam Abu Hanifah maka segala tingkah laku Imam Abu
Hanifah mendapatkan pengawasan.®

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang tegas dalam
memperjuangkan pendapatnya. Beliau dari satu masa ke masa yang lain
selalli'konsisten 'dengan ‘pendapat yang telah ia yakini.'Dalam masa dinasti

Abbasiyyah Imam Abu Hanifah sangat tegas dalam mengkritik

% Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat..., 35
% Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat..., 35-36
% Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat..., 36
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pemerintahan, berita ini sampai terdengar ke telinga khalifah Abu Ja’far Al
Mansur sehingga beliau membuat rencana untuk menjebloskan Imam Abu
Hanifah ke penjara lantaran ada bebebrapa kritikan yang menghujam
kepada pemerintahan dinasti Abbasiyyah.®’
3. Wacana Keilmuan

Pada awalnya Imam Abu Hanifah hanya menjalankan profesi
sebagai pedagang. Sampai dalam suatu hari ada yang melihat kepintaran
Abu Hanifah. Lantas ulama tersebut menasehati agar sering ke majelis
ilmu dari pada ke pasar supaya untuk memperdalam ilmunya.®®

Semenjak oleh nasehat dari ulama tersebut, beliau selalu
mengutamakan dalam hal menghadiri majelis ilmu di Kuffah yang
didalamnya ada ilmu Qur’an, kalam, Hadist dan fikih. Disamping itu
kehausan akan ilmu beliau tunjukkan dengan hijrah ke masjid Basrah guna
memperdalam ilmu kalam.%

Dalam tholabul ilmi, mula-mula Abu Hanifah belajar tentang sastra
Arab, tidak hanya itu beliau juga memperdalam ilmu bahasa diakibatkan
dalam ilmu tersebut sangat minim dalam menggunakan akal dan fikiran
lantas Imam Abu Hanifah meninggalkan pelajaran tersebut. Dalam suatu
waktu beliau menjunjukkan minatnya dalam hal figih karena pelajaran

tersebut sangat banyak menggunakan akal fikiran. Dalam hal ini tidak

9 Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat..., 36
% Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam..., 16-17
9 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam..., 17
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lepas oleh peran gurunya yakni Al-Sya’ab yang selalu menaschati
beliau.1%

Kejeniusan Imam Abu Hanifah dalam menimba ilmu tidak terlepas
dari peran guru-guru yang selalu senantiasa memberikan muatan materi
dari bidang ilmu fikih, tauhid dan juga tajwid. Guru yang paling berjasa
dalam bidang figih ialah Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya’ari beliau
yang paling berjasa dalam memberi bekal ilmu figih kepada Imam Abu
Hanifah. Sedangkan dalam ilmu tajwid beliau belajar pada Idris bin
‘Ashir.1%

Dalam tholabul ilmi, Imam Abu Hanifah tidak cukup menuntut
ilmu didalam kota Kuffah saja melainkan ditempat-tempat lain seperti
Basrah dan Makkah. Dalam menuntut ilmu di Basrah beliau banyak
mempelajari ilmu hadist, diantara guru terkenal saat beliau mempelajari
ilmu hadist ialah Sufyan ats-Tsauri dan Syub’ah. Sedangkan ketika belajar
di Mekkah beliau berguru kepada Ibnu Abbas dari salah satu murid beliau,
yang terkenal yaitu Atta’ bin Abi Rabbah yang dikenal dengan sebutan
ahli ra’yunya Makkah. Dan di Mekkah pula beliau bertemu Muhammad al
Bagir salah satu cucu Rasulullah SAW. 102

Dalam suatu waktu Imam Abu Hanifah. Beliau pernah ditanya oleh
Amirul Mukmini Abu Ja’far al Mansur tentang “Dari siapa engakau
mencari ilmu?” “lantas’ Abu" Hanifah" ‘menjawab " secara  tegas, “aku

memperdalam ilmu dari Hammad bin Abu Sulaiman, juga lbrahim an-

100 Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat..., 17
101 Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat..., 17
102 Wildan Jauhari, Biografi Imam Abu..., 13
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Nakho’l, yang sanad keilmuannya tersambung kepada beberapa sahabat
Rasulullah yakni, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah Ibnu
Mas’ud dan Abdullah Ibnu Abbas. Maka tidak berlebihan rasanya jika
keilmuan yang didapatkan oleh Imam Abu Hanifah ini merupakan pecahan
kristal ilmu Rasulullah Saw.%
4. Guru Abu Hanifah

Abu Hanifah tumbuh didalam lingkungan ilmu dan figih sehingga
beliau belajar kepada banyak tokoh, lalu hanya berguru kepada satu ahli
fikih saja. Lalu beliau belajat terhadap para gurunya tentang cara-cara
pengkajian mereka. Dari sini Imam Abu Hanifah menyeleksi mana yang
sekiranya cocok dalam memuaskan hasrat kehausannya akan ilmu.1%

Dalam menuntut ilmu Imam Abu Hanifah tidak serta merta berguru
pada satu idelogi maupun aliran saja melainkan sangat beragam. Ada yang
dari Sunni, ada yang dari ahli ra’yu. Dan diantara mereka maka ada ulama
yang sanad keilmuannya sampai pada Abbdullah bin Abbas dalam bidang
ilmu hadist dan Al-Qur’an.%®

Abu Hanifah juga mempelajari fatwa para sahabat yang terkenal
dengan ijtihad, kebaikan pendapat dan kecerdasan otak. Beliau juga
mendalami ilmu dari murid-murid Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib,
Abdullah bin Mas’ud dan Abdullah bin Abbas. Dan pada zamannya Ibnu

Abbas, tak ada orang yang lebih alim darinya.*®® """

103 Wildan Jauhari, Biografi Imam Abu..., 14

104 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu..., 28
105 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu..., 28
106 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu..., 29
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Dalam menuntut ilmu, Abu Hanifah juga pernah bertatapan
langsung dengan para sahabat yang umurnya sudah tidak muda lagi, yakni,
sahabat Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Aufa, Abu Thufail Amir bin
Watsilah, namun imam Abu Hanifah tidak meriwayatkan hadist dari
mereka. Kecenderungan Imam Abu Hanifah tidak sama, ada sebagian dari
gurunya yang terkenal dengan ahli hadist ada juga yang terkenal dengan
ahli ra’yu.1%’

Abu Hanifah juga pernah bertemu dengan Ikrimah murid Ibnu
Abbas, Nafik murid Abdullah bin Umar dan Atha’ bin Rabah dan kepada
ahli fikih Mekkah. Tidak hanya itu, guru Imam Abu Hanifah juga berguru
kepada Zaid bin Ali, Abu Muhammad Abdullah bin Hasan serta cucu Nabi
Saw yakni Muhammad Al-Bagir. Ketiga orang tersebut merupakan orang
terpecaya dalam bidang ilmu fikih.1%8

5. Murid-murid Imam Abu Hanifah

Ketika dirasa ilmu yang sudah dimiliki oleh Imam Abu Hanifah
sudah mumpuni maka beliau mendirikan sekolah untuk para murid-murid
yang menimba ilmu yang dikenal dengan sekolah ahli ra’yu. Berkat
kedalaman ilmu yang telah beliau pelajari maka Imam Abu Hanifah
memperoleh murid-murid yang tak kalah pandai dengan beliau
mempunyai kedalaman ilmu khususnya bidang ilmu figih sehingga murid-
murid"beliau" bertebaran di penjurt’ negeri. ‘Dari 'murid”yang berjumlah

ratusan banyak diantara mereka yang terkenal Abu Yusuf Muhammad,

107 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu..., 29-30
108 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu..., 30
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Waki’ bin Jarrah bin Hasan al Syaibani, Abdullah bin Mubarrak dan lain-
lain.10°

Diantara para murid Abu Hanifah yang mengarang Kkitab
diantaranya: Abu Ya’qub Al Anshari, diantara karyanya adalah Al-kharaj,
Al-Athar dan Arras ‘ala siari al Auzali disamping itu juga berkat didikan
dari Imam Abu Hanifah juga menjadi hakim pada masa pemerintahan
Abbasiyyah tepatnya pada masa khalifah Al-Mahdi, Al Hadi dan juga Al
Rasyid. Muhammad bin al-Hasan Asy-Syaibani, diantara karyanya adalah
kitab Zhohir ar-Riwayat yang menjadi rujukan utama dalam kajian mazhab
Hanafi dan diantara kitab monumental yang dinisbatkan kepada Imam Abu
Hanifah yaitu Kitab Figh Akbar, Al Mabsuth, Al-°‘Alim Wal-Muta’allim.
Meskipun Abu Hanifah tidak mengarang kitab akan tetapi mazhab Hanafi
bisa tersebar luas karena anak-anak didik maupun murid-murid mereka
yang menulis kitab-kitab sehingga mazhab Hanafi bisa tersebar luas.!*

Ketika Abu Hanifah akan menemui ajalnya, beliau berwasiat agar
jenazanya di tempatkan di suatu daerah yang nantinya daerah tersebut
tidak akan dirampas oleh seorang raja, dari wasiat tersebut akhirnya,
jenazah beliau dikuburkan ditempat Al-khaizaran di Timur kota Baghdad
Negara Irak, Makam beliau sangat tekenal disana karena kontribusi beliau

dalam bidang ilmu figih.*!

199 Muhammad Ma’sum Zein, Arus Pemikiran Empat Mazhab, Studi Analisis Istinbath Para
Fugoha, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 132

110 Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat..., 18

11 Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat..., 69
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6. Karya Imam Abu Hanifah
Ada beberapa kitab yang pernah ditulis oleh Imam Abu Hanifah

diantaranya:*?

a. Al Faraidh, sebuah kitab khusus yang membicarakan tentang ketentuan-
ketentuan umum masalah waris menurut hukum Islam

b. Asy-Syurut, kitab yang membahas tentang perjanjian

c. Al-Figh Akbar, sebuah kitab yang membahas ilmu kalam atau teologi
yang diberi penjelasan oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi
dan Imam Abu Muntaha al-Maula Ahmad ibn Muhammad al-
Magnisawi.

7. Imam Abu Hanifah Dalam Pandangan Para Ulama
Diantara beberapa ulama yang memuji seorang Imam Abu Hanifah

sebagaimana berikut:!

a. Imam Syafi’i
“Orang yang ingin memperdalam ilmu fiqgih berutang budi kepada
Imam Abu Hanifah.”

b. lbnul Mubarak
“Dalam bidang figih belum pernah ada ahli figih yang setara dengan
beliau yakni Imam Abu Hanifah.”

c. Makki bin Ibrahim

““Abu ‘Hanifah" adalah’'seorang” yang “paling zuhud 'dan" paling alim

dizamannya di daerah Kuffah.”

112 Wildan Jauhari, Biografi Imam Abu..., 17
113 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu..., 121-125
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. Abu Yusuf

Khalifah Harun Ar-Rasyid berkata kepada Abu Yusuf, “ceritakan
kepadaku ahlak Abu Hanifah,” lantar Abu Yusuf menjawab, “Demi
Allah wahai khalifah, Imam Abu Hanifa adalah pembelah agama Allah,
zuhud terhadap dunia, pendiam, selalu berpikir, dan tidak suka
berbicara banyak. Jika ditanya tentang sesuatu yang diketahuinya maka
dia akan menjawab, dana senantiasa berpuasa.” Maka khalifah Harun
Ar-Rasyid mengatakan, “Ini merupakan cermina akhlak orang yang
beriman.”

. Abu Nu’aim

“Abu Hanifah adalah orang yang sangat jeli, teliti dan selektif”

. Yazid bin Harun

Ketika ditanya, “mana yang lebih alim dalam masalah ilmu fikih, Imam
Abu Hanifah atau Sufyan Ats-Tsauri?” lantas Yazid bin Harun
menjawab, “Sufyan Ats-Tsauri lebih alim dalam masalah hadist
sedangkan Imam Abu Hanifah lebih alim dalam perkara ilmu fikih.”

. Yahya bin Ma’in

“Fiqih yang terbaik adalah figihnya Abu Hanifah.”

. Abdullah bin Dawud Al-Hurraibi

“Dalam bidang ilmu figih hendaknya umat Islam mendoakan Imam
“UAbu " Hanifah" ‘setiap “'sholat "“atas” ‘Kontriblsi “ yang ‘telah  beliau

sumbangsikan.”
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Berdasarkan  pemaparan diatas bisa diambil  kesimpulan
bahwasannya Abu Hanifah ialah ulama yang mempunyai kharismatik dan
juga kedalaman ilmu fikih yang mumpuni, hal ini bisa dibuktikan dari
pengakuan para ulama yang sezaman maupun yang tidak sezaman dengan
Imam Abu Hanifah. Maka tidak heran, Abu Hanifah sangat dihormati oleh
para ulama lain berkat kontribusi yang telah ia berikan dalam perkembangan
ilmu fikih.

B. Analisis Metode Istinbath Hukum dan Pendapat Imam Abu Hanifah
Mengenai Penentuan Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwath
(Homoseksual)

Sebelum mempelajari metode istinbath yang dipergunakan Imam Abu
Hanifah dalam menetapkan suatu hukum terhadap pelaku homoseksual.
Alangkah baiknya kita perlu tahu terlebih dahulu terkait definisi istinbath
menurut istilah yakni suatu proses mengeluarkan makna dari nash-nash yang
terkandung dengan menggerakkan akal dari seorang mujtahid. Dapat
dipahami bahwasannya makna dari istinbath hukum adalah kegiatan
mengeluarkan suatu hukum dari dalilnya dengan menngunakkan kemampuan
akal pikiran dari seorang mujtahid untuk dijadikan pijakan hukum.
Sedangkan istinbath hukum sendiri mempunyai maksud untuk menetapkan
suatu hukum setiap orang mukallaf dengan berpijak pada kaidah-kaidah

hukum'yang telah ditetapkan dalam sumber hukum islam. 4"

114 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Republik Indonesia, Ushul Figh 2,
(Jakarta: Departemen Agama, 1986), 2
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Pendekatan ra’yu dalam mazhab Hanafi ialah salah satu yang menjadi
metode dari Imam Abu Hanifah, maka atas alasan ini juga Imam Abu Hanifah
dikenal dengan ulama ahli ra’yu. Bahkan dalam beberapa keadaan ia lebih
memilih pendekatan akal sehat daripada hadist. Kuffah sebagai kota yang
jauh dari kota Hijaz juga menjadikan banyak sekali peredaran hadist palsu,
sehingga Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam menggunakan hadist
sebagai rujukan dalam metode istinbath hukum. Di Irak juga kuantitas hadist
tidak sebanyak yang ada di Hijaz, hal ini yang menjadi banyak para fugoha
dan ulama di Irak yang menggunakan akal ketika mempelajari nash dan illat
dalam rangka menemukan. Kehati-hatian dalam menerima riwayat hadist di
Irak karena di Irak adalah tempat perkembangan politik yang sangat pesat.!'®

Adapun metode istinbath hukum yang dipergunakan Imam Abu
Hanifah dalam menetapkan suatu hukum ada 6:

1. Sumber hukum yang pertama yakni, Al-Qur’an merupakan sumber dari
segala sumber hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum. !

2. Sunnah seringkali disamakan dengan dengan hadist, yakni segala sesuatu
yang disandarkan oleh Rasulullah SAW baik perkataan, perbuatan dan
ketetapan.tt’

3. Perkataan sahabat ialah suatu persoalan yang mana pemecahan

masalahnya ditanyakan kepada para sahabat Nabi SAW. 18

115 Siah Khosyi’ah, Figh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 22-24.
116 Moh Bahruddin, limu Ushul Figh, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019), 28-

29

117 Moh Bahruddin, llmu Ushul Figh..., 32
118 Moh Bahruddin, llmu Ushul Figh..., 75
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4. Qiyas ialah suatu upaya menganalogikan suatu problematika yang
ketentuannya hukumnya sama dengan problematika yang ada di nash
karena unsur kesamaan.*®

5. Istihsan mempunyai artian berpalingnya mujtahid dari penggunaan giyas
yang nyata ke giyas yang samar atau umum. Dengan kata lain,
meningkalkan suatu dalil beralih pada dalil yang lebih kuat, atau
membandingkan suatu dalil dengan dalil lain untuk menetapkan suatu
hukum.20

6. ‘Urf secara harfiah adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan
masyarakat yang dianggap baik serta berlangsung lama dan diterima
secara baik oleh akal pikiran.!?

Imam Abu Hanifah berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa
beliau dalam menetapkan suatu produk hukum bukan hanya berpegang pada
Kitabullah dan As-Sunnah, akan tetapi menggunakan pendekatan akal sebagai
metode penggalian dasar hukumnya hal ini disebabkan beliau hanya
menerima hadist yang shahih dan sangat selektif dalam memilih hadist.
Disamping itu juga menggunakan giyas sebagai metode istibathnya, apabila
tidak bisa diselesaikan dengan giyas maka Imam Abu Hanifah menggunakan
ihtihsan serta urf sebagai metode istinbathnya.

Perkataan Imam Abu Hanifah mengenai dalil-dalil dalam menetapkan

sebuah"hukum “sebagaimana "dalam Kitab Tarikh ‘Baghdad,”yakni:*??> “Saya

118 Moh Bahruddin, llmu Ushul Figh..., 60
120 Moh Bahruddin, IImu Ushul Figh..., 63
121 Moh Bahruddin, llmu Ushul Figh..., 67
122 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu ...,171
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memakai Al-Qur’an sebagai rujukan pertama. Apabila tidak ditemukan dalam
Al-Qur’an maka saya menggunakan Hadist. Apabila didalam Al-Qur’an dan
Hadist tidak ditemukan keduanya maka saya memakai fatwa sahabat yang
saya sukai dan saya tidak mau memakai perkataan orang selain mereka. Jika
sudah sampai pada sekelompok orang yang berijtihad seperti, lbrahim, Asy-
Sya’bi, Ibnu Sirin, Hasan dan Said bin Musayyab, maka saya pun ikut
berijtihad seperti halnya mereka”.

Sebagaimana yang dikutip dalam kitab Al-Intiga’ karya Ibnu Abdilbar
dan didalam kitab Managib Abi Hanifah karya Muwaffag Al Makki, Imam
Abu Hanifah berkata:'>® “saya menggunakan qiyas sebagai dasar hukum.
Apabila dalam qgiyas tidak ditemukan maka saya menggunakan ihtisan
sebagai dasar hukum. Apabila dalam giyas dan ihtisan tidak ditemukan
didalam keduanya maka saya mempergunakan adat istiadat (Urf) sebagai
dasar hukumnya. Sahl berkata “itulah adalah metode-metode dasar hukum
dalam mentetapkan hukum oleh Abu Hanifah. Metode-metode dasar hukum
yang sama yang dipergunakan oleh sebagian besar ulama”. Didalam kitab
Managjib juga dijelaskan:1
1. Dalam memeriksa suatu hadist Saw Imam Abu Hanifah sangat

bersungguh-sungguh serta teliti.
2. Lantas Imam Abu Hanifah menggunakan hadist shahih yang diriwayatkan

oleh para ‘sahabat.

123 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu..., 171
124 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu..., 172
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3. Dalam memahami kebiasaan masyarakat Kuffah Imam Abu Hanifah
sangat semangat mengikutinya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dipaparkan diatas oleh Imam Abu
Hanifah. Meskipun periwayatannya Kketiganya berbeda-beda, namun
ketiganya memiliki makna yang sama.'%

Terkait metode yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam
menetapkan ugqubah pelaku kejahatan homoseksual sebagai berikut:

1. Metode istinbath hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam
menetapkan uqubah bagi pelaku homoseksual yakni dengan menggunakan
pendekatan akal sebagai dasar pijakannya, hal ini diakibatkan tidak ada
ketentuan yang secara tegas dalam membahas uqubah bagi pelaku
homoseksual di dalam nash shar’i.

Dalam kitab Syarah Fathu al Qadir perkatan Imam Abu Hanifah

berdasarkan pemikirannya yakni:
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Artinya: Orang yang melakukan hubungan dengan wanita selain istrinya

pada sesuatu selain vagina maka diberikan hukuman ta’zir,

sedangkan orang-orang yang bersetubuh dengan wanita pada

tempat yang dimakrukan atau yang melakukan perbuatan kaum

luth maka orang tersebut, menurut Imam Abu Hanifah tidak
diberlakukan had melainkan hukuman ta 'zir.1?°

125 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu..., 172
126 |bnu al-Humam, Syarah Fathu al-Qadir, (Beirut, Lebanon: Darul Fikr, 1977), 262. Lihat juga
Rukiah Ali & Nukman, Hukuman Terhadap Pelaku..., 264



64

2. Perkataan Imam Abu Hanifah ini berdasarkan pemikirannya sebagali

berikut:

e SR PUCENT L‘Jgg vwwjﬁdmwsumwjuﬁ A
9 Ll s oI SV 6 s @ 35 V5 A5 35 5,153 gL &5 54 &E
SV Blzkis

Artinya: Sesungguhnya homoseksual itu bukan zina atas iktilaf para
sahabat dalam wajibnya membakar dengan api atau melempar

pada tempat yang tinggi sebagaimana yang dilakukan dalam zina

dan homoseksual itu tidak bermakna zina karena homoseksual

tidak akan membuahkan anak dan tidak pula merusak garis
keturunan.?’

3. Pemikiran Imam Abu Hanifah ini didasarkan pada kaidah hukum:

26 s @A\ b L Jm\ i
Artinya: Mendahulukan perkara yang lebih sedikit atas dzohir syariat
ketika terjadi pertentangan.'?®

4. Penetapan ta’zir dilakukan berdasarkan hadist Habi Saw:

B2 G B0 oy bl o3 0k et 16 0 oy bd 35 0B Gt 16 0 o4
b o3 g

Artinya: Allah Swt melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan seperti
kaum Nabi Luth, (Rasulullah sebanyak tiga kali). (HR. Nasa’i)*?°

Berdasarkan hadist tersebut “laknat” bisa artikan presentase
hukumannya masih samar-samar dan tidak ditentukan oleh syara’,
sedangkan laknat secara harfiah masih multitafsir bisa berupa wabah

penyakit, azab di dunia maupun diakhirat yang diberikan oleh Allah SWT.

( | as.a i y.uinkl 1 igilib. kh id lib.uinkhas.ac.ic

127 1mam Kamal al-Din al-Syirasi al-Hanafi, Fath al-Qadir, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-
limiyah, tt), 252

128 M. Hasby as-Siddigi, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 85

129 Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali Al Khurosani An Nasai, As-Sunan Al Kubro, Juz
4, (Beirut: Massasah Ar Risalah, 2001), 856. Lihat Juga
http://marhalahsebelas.blogspot.com/2015/10/hati-hati-syubhat-Igbt.htmI?m=1 (Diakses Pada
Tanggal 05 Februari 2022, Pada Pukul 19.00 WIB)
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Hadist diatas juga memberikan penjelasan bahwasannya zina dan
homoseksual berbeda dari segi definisinya, jika homoseksual suatu
perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan memasukkan alat
kelaminnya kedalam anus laki-laki lain sedangkan zina hubungan
layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah yang dilakukan oleh laki-laki
dengan perempuan. Jadi menurut Imam Abu Hanifah homoseksual tidak
pantas digiyaskan dengan zina.

Imam Abu Hanifah sebagaimana yang dikutip dalam kitab yang
berjudul figih wal adilatuhu karangan Wahbah Zuhaili, beliau berpendapat
dihukumi ta’zir bagi seorang yang melakukan aktivitas seksual dengan
sesama jenis kelamin sebagaimana yang dilakukan oleh umat Nabi Luth.
Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh homoseksual tidak dapat
membuahkan Kketurunan serta bercampurnnya nasab dan liwath sendiri tidak
masuk dalam klasifikasi zina.**°

Imam Abu Hanifah sebagaimana yang dikutip dalam kitab berjudul
fikih empat mazhab karangan Abdurrahman Al-Juzairy, beliau berpendapat
tidak ada had bagi pelaku kejahatan homoseksual, akan tetapi cukup dijatuhi
hukuman tazir berdasarkan aturan yang disepakati oleh ulil amri untuk
memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan homoseksual ini. Bisa juga
dihukum mati dengan pedang namun tetap hukumannya sebagai ta zir bukan

had, apabila perbuatan homoseksual itu diulangi Tagi'oleh pelaku kejajahatan.

130 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Wal Adilatuhu Jilid 7, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 343
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Hal ini dimaksudkan dikarenakan tidak adanya nash yang jelas membahas
tentang penetapan hukuman bagi pelaku homoseksual .3t

Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip dalam kitab fikih sunnah
karangan Sayyid Sabig, beliau berpendapat yang berhak menjatuhkan ugubah
bagi pelaku liwath ialah sang penguasa, karena beliau berpandangan
perbuatan liwath tidak masuk dalam kualifikasi zina sehingga sanksinya
diresahkan kepada penguasa, dan sanksi yang diberikan kepada pelaku
kejahatan liwath tidak bisa digiyaskan seperti halnya had zina.*?

Berdasarkan pernyataan yang terlontar oleh Imam Abu Hanifah
beserta hujjahnya, maka bisa dipahami apabila orang yang melakukan
aktivitas seksual sesama jenis sebagaimana dilakukan oleh penduduk Sodom
maka dikenai hukuman ta’zir. Dengan demikian sesuai dengan jalan yang
diarungi Imam Abu Hanifah mengenai menetapkan suatu hukum, yakni
beliau memakai Al-Qur’an sebagai rujukan pertama. Apabila tidak ditemukan
dalam Al-Qur’an maka saya menggunakan Hadist. Apabila didalam Al-
Qur’an dan Hadist tidak ditemukan keduanya maka saya memakai fatwa
sahabat yang saya sukai dan saya tidak mau memakai perkataan orang selain
mereka. Jika sudah sampai pada sekelompok orang yang berijtihad seperti,
Ibrahim, Asy-Sya’bi, Ibnu Sirin, Hasan dan Said bin Musayyab, maka saya
pun ikut berijtihad seperti halnya mereka.'®

“""Dari” cara "yang ‘dipergunakan “oleh” Imam Abu'Hanifah dalam

menetapkan produk hukum dapat ditarik secara ekplisit bahwasannya ketika

181 Abdurahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, Cet 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar,2017), 239
132 sayyid Sabig, Fikih Sunnah 4, Cet 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 276
133 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam..., 171
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menetapkan hukuman bagi pelaku homoseksual menggunakan pendekatan
akalnya, yakni hanya dihukumi fa zir bukan di hukum mati dengan alasan
zina lebih berbahaya daripada liwath karena zina bisa menghasilkan
keturunan sedangankan liwath tidak menghasilkan keturunan. jikalau
homoseksual termasuk dalam kualifikasi perbuatan zina tentunya tidak ada
ikhtilaf pendapat diantara para sahabat Nabi Saw mengenai permasalahan ini.
Dengan demikian liwath cukup dihukumi ta 'zir.*3
Banyak sekali diantara dalil-dalil yang menyatakan bahwa praktik

homoseksual termasuk dalam kategori praktik yang tidak bermoral dan
fasiyah dan semua ulama sepakat mengharamkan praktik tersebut. Akan
tetapi, diantara para ulama terjadi ikhtilaf pendapat dalam menjatuhkan kadar
uqubah bagi pelaku homoseksual karena dalam menggunakan metode
istinbath para ulama menggunakan metode istinbathnya masing-masing.
Diantara sebab terjadinya ikhtilaf diantara para ulama dalam menjatuhkan
uqubah terhadap pelaku homoseksual sebagai berikut:**®
1. Dalam Al-Qur’an permasalahan mengenai perbuatan homoseks masih

belum jelas ketetapan hukumnya, tetapi Al-Qur’an telah memberikan

penggambaran bahwasannya homoseksula merupakan tindakan yang keji

dan tidak normal.
2. Terdapat sebagian para ulama yang lebih mendahulukan giyas sebagai

metode istinbatnya dan'ada”sebagian”golonganpara fugaha yang lebih

134 A, Hanafi, Hukum Pidana Islam..., 15
135 Rukiah Ali & Nukman, Hukuman Terhadap Pelaku..., 265-266
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mengedepankan ahli ra’yu sebagai metode istinbathnya dalam
menghukumi pelaku homoseksual (liwath)

3. Terdapatnya perbedaan intrepetasi dalam memilih ayat-ayat yang ada
dalam Al-Quran dan hadist dalam memutuskan hukuman bagi pelaku
homoseksual sehingga biasa melahirkan beberapa pendapat dari setiap
para fugaha.

4. Adanya beberapa hadist yang mempunyai perbedaan dalam memutuskan
perlaku homoseksual sehingga melahirkan perbedaan pendapat seperti
halnya: ada yang di rajam, ada yang jilid, ada juga yang dijatuhkan dari
bangunan tertinggi sampai dita’zir.

Semua ulama sepakat atas keharaman prilaku homoseksual baik dari
kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Hambali dan Syafi’iyyah mengingat
akibat yang ditimbulkan berdampak negatif bagi kesehatan yakni seperti
terkena penyakit kelamin.

Para sahabat telah sepakat atas keharaman perbuatan liwath dan
menghukuminya dengan di bunuh meskipun dalam tata cara pelaksanaannya
berbeda berdasarkan hadist Rasulullah:

s Jprially Jod 6 b o35 e e 48s5 0

Artinya: Barang siapa dari kalian mendapati seseorang melakukan praktek

seperti prilaku kaum Luth, maka bunuhlah pasangan sekaligus
pelakunya karena prilaku itu. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)**

i Berdasarkan ketiga: imam mazhab*yakni;: Imam-Syafi’l; Imam Malik
dan Imam Hambali memandang prilaku homoseksual wajib dijatuhi had zina

karena ada unsur kesamaan dimasukkanya alat kelamin laki-laki kedalam

136 Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah..., 366
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anus laki-laki lain dan tersalurkannya syahwat sehingga dikategorikan
perbuatan zina, maka sebab itu termasuk dalam pengertian umum yang ada
didalam Al Qur’an. Adapun landasan penetapan had zina berdasarkan hadist
Rasulullah:
s Jsaaally el 580 byl o35 (e tlaks 858355 15
Artinya: Barang siapa dari kalian mendapati seseorang melakukan praktek
seperti prilaku kaum Luth, maka bunuhlah pasangan sekaligus
pelakunya karena prilaku itu. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)**’
Berdasarkan hadist tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwasannya
pelaku homoseksual wajib dibunuh baik yang sudah menikah maupun yang
masih jejaka atau perawan. Akan tetapi, pelaku kejahatan homoseksual
dihukumi ta’zir bukan had zina berdasarkan Imam Abu Hanifah, beliau
memandang homoseksual tidak termasuk dalam kategori zina dari segi
aktivitasnya sehingga yang melakukan perbuatan homoseksual tidak wajib
dihukum seperti hukuman para pezina. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah:
e iy V) e g g3 42 Y dog e 1 o S (2 06 06 A e e
welinl 5,0t B85 20y 05 o L
Artinya: tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga hal,
zina mukhson, membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan
dan murtad.*3®
Berdasarkan hadist tersebut menurut beliau, merupakan suatu bentuk
kesalahan apabila kita merajam seorang muslim apabila yang bersangkutan

tidak melakukan 3 hal diatas. Sedangkan jika kita lihat perbuatan yang

dilakukan oleh kaum homoseksual tidak masuk dalam kualifikasi ini, karena

137 Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah..., 366
138 Rokhmadi, Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam di Era Moern, Jurnal at-
Tagaddum, Vol 8, No 2, November 2016, 153
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dia bukan pezina. Sehingga layak dijatuhi hukuman fa’zir saja supaya
memberikan kesempatan bagi pelaku nantinya bisa bertaubat. Sedangkan
menurut sebagian pengikut Imam Hambal berkeyakinan bahwasannya
hukuman mati atau rajam bagi pelaku liwath karena sudah menjadi konsensus
diantara para sahabat hanya saja terdapat perbedaan dalam tata cara
pelaksanaannya sehingga melahirkan tiga pendapat: ada yang dilempatkan
dari bagunan yang paling tinggi, dilempar dengan batu dan dirobohi semacam
tembok.13°
Berdasarkan metode istinbath yang digunakan oleh Imam Abu
Hanifah dalam menetapkan uqubah pelaku kejahatan homoseksual yakni
dengan menggunakan pendekatan akal sebagai dasar pijakannya, hal ini
diakibatkan tidak ada ketentuan yang secara tegas dalam membahas uqubah
bagi pelaku homoseksual di dalam nash shar’i.
1. Perkataan Imam Abu Hanifah ini berdasarkan pemikirannya sebagai
berikut:
Gr S5 5 il pA5 UL GHEY s i 8 alsall DS by o 41 4
I Bl 4 I BV 6 20 3 5A Y5 G5 B 5 sl ey A d&.ﬂ
/ S Y Bl

Artinya: Sesungguhnya homoseksual itu bukan zina atas iktilaf para
sahabat dalam wajibnya membakar dengan api atau melempar
pada tempat yang tinggi sebagaimana yang dilakukan dalam zina
dan homoseksual itu tidak bermakna zina karena homoseksual
tidak akan membuahkan anak dan tidak pula merusak garis
keturunan.*4° | ‘

139 Cahya Ayuningsih, Pendapat Imam Syafi’l Tentang Penerapan Hukuman Rajam Bagi Pelaku
Sodomi, (Skripsi: UIN Walisongo, 2018), 41

190 Jmam Kamal al-Din al-Syirasi al-Hanafi, Fath al-Qadir, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-
limiyah, tt), 252
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2. Pemikiran Imam Abu Hanifah ini didasarkan pada kaidah hukum:

I e 2 38 e A e
Artinya: Mendahulukan perkara yang lebih sedikit atas dzohir syariat
ketika terjadi pertentangan.t4!

3. Penetapan ta’zir dilakukan berdasarkan hadist Habi Saw:
b 5 21 Galg Lol 038 as ek 20 W0 085 byl o8 s s 6 0 A
bl o3 ke
Artinya: Allah Swt melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan seperti
kaum Nabi Luth, (Rasulullah sebanyak tiga kali). (HR. Nasa’)!*?
Berdasarkan hadist tersebut ‘“laknat” bisa artikan presentase
hukumannya masih samar-samar dan tidak ditentukan oleh syara’,
sedangkan laknat secara harfiah masih multitafsir bisa berupa wabah
penyakit, azab di dunia maupun diakhirat yang diberikan oleh Allah SWT.
Hadist diatas juga memberikan penjelasan bahwasannya zina dan
homoseksual berbeda dari segi definisinya, jika homoseksual suatu
perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan memasukkan alat
kelaminnya kedalam anus laki-laki lain sedangkan zina hubungan
layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah yang dilakukan oleh laki-laki
dengan perempuan. Jadi menurut Imam Abu Hanifah homoseksual tidak
pantas digiyaskan dengan zina.
Dalam menjatuhkan ugubah bagi pelaku homoseksual terjadi iktilaf

pendapat diantara para sahabat, antara dibunuh hingga dilempar dari tempat

141 M. Hasby as-Siddigi, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 85

142 Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali Al Khurosani An Nasai, As-Sunan Al Kubro, Juz
4, (Beirut: Massasah Ar Risalah, 2001), 856. Lihat Juga
http://marhalahsebelas.blogspot.com/2015/10/hati-hati-syubhat-Igbt.htmI?m=1 (Diakses Pada
Tanggal 05 Februari 2022, Pada Pukul 19.00 WIB)
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yang tinggi diikuti dengan lemparan batu. Hal ini tentunya memberikan
isyarat bahwa dalam memberikan uqubah bagi pelaku homoseksual para
fugaha berbeda pendapat diakibatkan belum adanya ketentuan didalam nash
shar’i yang secara tegas mengatur penjatuhan uqubah bagi pelaku
homoseksual sehingga para sahabat berijtihad dengan cara masing-masing,
argumentasi-argumentasi yang telah dikemukakan oleh para pakar fikih
terhadap  pemberian uqubah kepada pelaku kejahatan homoseksual
kebenarannya masih diperdebatkan sehingga dalam hal ini Imam Abu
Hanifah tidak mengakui pendapat tersebut sebagai dalil dan memilih untuk
berijtihad sendiri untuk menentukan kadar hukuman bagi pelaku kejahatan
liwath.

Dengan demikian sesuai dengan jalan yang diarungi Imam Abu
Hanifah mengenai menetapkan suatu hukum, yakni beliau memakai Al-
Qur’an sebagai rujukan pertama. Apabila tidak ditemukan dalam Al-Qur’an
maka saya menggunakan Hadist. Apabila didalam Al-Qur’an dan Hadist tidak
ditemukan keduanya maka saya memakai fatwa sahabat yang saya sukai dan
saya tidak mau memakai perkataan orang selain mereka. Jika sudah sampai
pada sekelompok orang yang berijtihad seperti, Ibrahim, Asy-Sya’bi, Ibnu
Sirin, Hasan dan Said bin Musayyab, maka saya pun ikut berijtihad seperti
halnya mereka.'*3

“""Praktek “homoseksual ‘'menurut ‘Tmam “Abu’ ‘Hanifanh “termasuk dalam

kategori tindak pidana (jarimah) dan sepakat atas keharamnya sebagaimana

143 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam..., 171
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yang telah dijelaskan pada QS. Al-Ankabut ayat 28.1** Akan tetapi, penetapan
uqubah bagi pelaku kejahatan homoseksual cukup dikenakan fa zir
berdasarkan argumentasi Imam Abu Hanifah.}*> Hal ini berbanding terbalik
dengan para pendapat imam mazhab lain yang menghukumi pelaku
homoseksual wajib dihukum rajam baik yang sudah menikah dan belum
menikah seperti: Imam Malik, Imam Syafi’l dan Imam Hambali.

Imam Abu Hanifah dan para muridnya memandang antara zina dan
liwath berbeda dari segi definisinya, jika liwath merupakan aktivitas seksual
yang dilakukan oleh pria dengan memasukkan alat kelamin ke sesama pria
lewat anus sedangkan zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh
sepasang laki-laki dan perempuan tanpa adanya akad nikah.*® Dengan
demikian, perbedaan nama juga menunujukkan arti yang berbeda. Apabila
homoseksual ini termasuk dalam kategori zina seharusnya tidak ada ikhtilaf
pendapat diantara para sabahat dalam menentukan hukuman ini. Dengan
demikian liwath cukup dihukumi fa’zir. Pendapat ini diikuti oleh Imam
Syafi’l dalam riwayat lain, Muayyab Billah, Imam Al-Murtadha dan ulama
Zhahiriyyah 14’

Adapun landasan penetapan fa zir bedasarkan hadist Nabi Saw yang

berbunyi:

144 Munawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 353
145 Imam Alauddin Abi Bakr Bin Mas’ud al Kasani, Bada’l al Shanai fi Tartib al Syara’l, Juz 7,
(Beirut: Lebanon, 1997), 184.

146 A, Hanafi, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,1990), 20

147 A, Hanafi, Hukum Pidana Islam..., 15
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Artinya: Allah Swt melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan seperti
kaum Nabi Luth, (Rasulullah sebanyak tiga kali). (HR. Nasa’i)14®

Berdasarkan hadist tersebut yang namanya “laknat” presentase
uqubahnya belum jelas dan tidak ditentukan oleh syara’, sedangkan laknat
secara harfiah masih multi tafsir bisa berupa wabah penyakit, azab di dunia
maupun diakhirat oleh Allah Swit.

Beberapa alasan yang dikemukakan para pakar figih memandang
bahwa praktik homoseksual cukup dijatuhi hukuman ta’zir bukan had zina
karena perbuatan zina lebih berbahaya dan bisa membuahkan anak dan
merusak nasab, sedangkan homoseksual tidak dapat memberikan anak dan
tidak merusak nasab. Mengacu pada argumentasi itulah para pakar figih
berasumsi bahwasannya perbuatan liwath hanya diberikan hukuman
diserahkan kepada ulil amri. Namun, Imam Abu Hanifah dan para ulama
hanafiyah menegaskan bahwasannya penetapan fa’zir terhadap pelaku
homoseksual semata-mata berdasarkan metode penggalian dasar hukum yang
dilakukan oleh Imam Abu Hanifah.*® Hal ini dilakukan dikarenakan sulitnya
menemukan hukuman yang tegas dan rinci tentang uqubah bagi pelaku
kejahatan homoseksual didalam nash syar’i, disamping itu mengqiyaskan

uqubah yang diterima terhadap pelaku kejahatan homoseksual dengan had

198 Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali Al Khurosani An Nasai, As-Sunan Al Kubro, Juz
4, (Beirut: Massasah Ar Risalah, 2001), 856. Lihat Juga
http://marhalahsebelas.blogspot.com/2015/10/hati-hati-syubhat-Igbt.ntmI?m=1  (Diakses Pada
Tanggal 05 Februari 2022, Pada Pukul 19.00 WIB)

149 Rukiah Ali & Nukman, Hukuman Terhadap Pelaku Homoseks, Legitimasi, Vol. VI No. 2 Juli-
Desember 2017, 264-265
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zina tidaklah pantas, mengingat azab Allah yang timbul kepada kaum Nabi
Luth bukan dari kejahatan homoseksual semata melainkan juga kekufuran
mereka kepada Allah SWT.

Hukuman jenis ta zir tidak harus dengan hukuman secara fisik akan
tetapi juga bisa dengan edukasi terhadap pelaku homoseksual agar kembali ke
jalan yang sesuai atau bisa dengan fisioterapi sebagai upaya agar penyakitnya
segera pulih. Zina dan homoseksual berdasarkan pendapat Imam Abu
Hanifah sangat berbeda dari segi aktivitasnya, jika zina dilakukan oleh
sepasang wanita dan pria dengan metode memasukkan penis kedalam lubang
vagina. jika prilaku homoseksual ialah prilaku yang dikerjakan oleh orang
sesama jenis dengan metode memasukkan kelubang anus laki-laki lain atau
perempuan lain.*>

Perbuatan homoseksual menurut Imam Syafi’l termasuk dalam
kualifikasi perbuatan zina, apabila pelaku homoseksual mengulangi lagi maka
diberlakukan hukuman fa’zir setelah diberlakukan larangan dari qadhi
berdasarkan pendapat syafi’iyyah.’®* seorang yang mengerjakan aktivitas
hubungan seksual sesama jenis kelamin layaknya pengikut nabi Luth yang
durhaka dihad seperti pezina berdasarkan pendapat Imam Syafi’i, jika masih
lajang maka diberi hukuman jilid sebanyak 100 kali dan diasingkan,
sedangkan yang menikah maka dikenai hukuman bunuh. Dalam argumentasi

Imam Syafi’l yang lain bahwasannya seorang yang ‘telah melakukan aktivitas

150 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Jilid Il (t.tp: Dar al Kitab al-Islamy Dar al hadist, t,t.), 369. Lihat
juga Huzaemah Tahido Yanggo, Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam,
Misykat, Vol 03, No 02 (2018), 13

151 A, Hanafi, Hukum Pidana Islam..., 25
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hubungan seksual dengan sesama jenis layaknya penduduk Sodom maka
secara mutlak dan layak dihukumi rajam baik yang muhson dan ghairu
muhson karena prilaku tersebut belum ada yang melakukan kecuali umat
kaum Nabi Luth yang membangkang.>?

Jikalau mengacu pada pendapat Imam Malik dan Imam Hambali,
orang yang melakukan aktivitas seksual dengan sesama jenis sebagaimana
yang di perbuat oleh kaum Sodom maka pelaku maupun objek mutlak
dihukum rajam baik yang menikah maupun masih lajang. Imam Malik dan
Imam Hambali berpendapat mengapa dihukumi rajam karena pertimbangan
perbuatan liwath yang termasuk kategori dosa besar dan sangat tidak pantas
bila disebandingkan dengan zina, makanya hukumannya lebih berat dari had
zina. 1>

Adapun terkait dengan perbuatan liwath imam Abu Hanifah tetap
konsisten terhadap pendapatnya bahwa liwath tidak masuk dalam kualifikasi
zina, melainkan hanya prilaku fasiyah yang dikenai hukuman ta zir.*>* Dari
pemaparan diatas, menurut analisa peneliti bahwa mengenai penetapan ta zir
terhadap pelaku kejahatan homoseksual menurut Imam Abu Hanifah
merupakan perbuatan menyalahi kodrat manusia serta bentuk ketidakta’atan
kepada Allah SWT. terkait dengan penerapan ta zir ini diharapkan nantinya

pelaku homoseksual bisa bertaubat dan tidak mengulangi lagi.

152 Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,
2004), 12

153 Malik bin Anas, al-Muwatta’, (Beirut: Darul Kutub lImiyah, t,t), 825

154 A, Hanafi, Hukum Pidana Islam..., 25
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Hukuman ta’zir sendiri juga berfungsi sebagai sarana edukatif bagi
pelaku homoseksual yang artinya upaya untuk menyembuhkan penyakit
kelainan seks yang ada dalam tubuh si pelaku agar mereka jera. Aktualisasi
uqubah bagi pelaku liwath bukanlah semata-mata upaya pembunuhan serta
penganiayaan melainkan dalam rangka memberikan kesempatan bertaubat
dan juga agar dibuat sebagai ibrah bagi diri sendiri maupun orang lain.>®

Syariat Islam selain sebagai upaya preventif serta menakut-nakuti,
tidak lupa pula memberikan perhatian yang serius terhadap pelaku tindak
pidana. mengingat penjatuhan uqubah semata-mata bertujuan dalam rangka
memberikan pengajaran bagi pelaku jarimah terkait perbuatan yang telah ia
perbuat. Tidak kalah pentingnya adanya sanksi bertujuan juga untuk
mengkontruks masyarakat yang taat dan baik sehingga mereka tahu batas-
batas hak masing-masing.

Adapun dampak praktik homoseksual secara kehidupan sosial, politik
dan ekonomi, sosiologi bahkan agama misalnya:*>
1. Pertama, berdasarkan kaidah hukum yang pertama dalam Islam yaitu Al

Qur’an bahwa suatu perbuatan maksiat akan meberikan suatu azhab bagi
pelakunya disuatu negeri. Jika perbuatan tersebut terjadi maka tinggal
tunggu azhab tersebut. Dan dalam azab tersebut dilimpahkan bukan hanya
kepada pelaku melainkan kepada penduduk suatu negeri sepertihalnya

umat nabi Luth.

155 Majifuk Zuhdi, Masail Figiyyah, (Jakarta: CV Mas Agung, 1992), 35-36
1% Huzaemah Tahido Yanggo, Penyimpangan Seksual (LGBT)..., 22-23
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2. Kedua, suatu kelompok yang ada didalamnya pelaku homoseks atau
liwath, maka akan memicu hilangnya keberkaan didalam suatu kelompok.

3. Ketiga, dikhawatirkan munculnya wabah penyakit akibat dari perbuatan
homoseks tersebut yang secara luas di masyarakat, wabah-wabah tersebut
tidak akan menulari pelaku homoseks saja melainkan orang yang tidak ikut
praktek sama sekali bisa saja terkena wabah tersebut.

4. Keempat, perbuatan liwath tersebut dapat menggerus moralitas yang ada di
masyarakat dan memunculkan pergulatan jiwa serta dalam tahap kritisnya
membuat kelemahan sel-sel syaraf dikarenakan pelaku homoseks hanya
berorientasi hawa nafsu saja.

5. Kelima, orang yang melakukan perbuatan homoseks dalam kehidupannya
akan dikucilkan yang dalam pergaulannya akan dibatasi. Dan dalam
struktur masyrakat akan mendorong dibentuknya suatu aturan dan hukum
untuk mengantisipasi perbuatan homoseks semakin luas di masyarakat.

Melihat pemaparan diatas, menurut hemat penulis setuju dengan apa
yang telah dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah terhadap pelaku kejahatan
liwath dijatuhi sanksi ta’zir yang tata cara eksekusinya diserahkan
sepenuhnya oleh ulil amri bukan had zina dan sepakat atas keharaman
perbuatan homoseksual.

Hal ini bertujuan semata-mata untuk agar pelaku homoseksual bisa
bertaubat dengan kesempatan yang telah diberikan'dan apabila semisal pelaku

bertindak dengan kejahatan yang sama maka bisa di ta’zir dengan hukuman
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mati atas perintah ulil amri, agar nantinya bisa menjadi suatu pengajaran bagi
orang awan untuk tidak mendekati perbuatan tersebut.

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki sifat
wara, zuhud dan seringkali pendapatnya berbeda oleh para imam mazhab
yang lain dalam menetapkan suatu hukuman. Terlepas dari semua perbedaan
diantara imam mazhab. Imam Hanifah dalam segi khazanah keilmuan
khususnya ilmu figih tidak lagi diragukan sehingga semua kaum muslim
patutnya berbangga dan mendoakan Iman Abu Hanifah sebagai upaya balas
budi atas kontribusinya dalam kajian ilmu figih dan ilmu lainnya.

Dalam figh jinayat terkait uqubah terhadap pelaku kejahatan
homoseksual terbagi 3 Jenis uqubah yakni seperti dirajam, dicambuk 100 kali
dan ta’zir. Dirajam apabila pelaku sudah menikah, dihukum cambuk 100 kali
dan diasingkan apabila pelaku masih belum menikah, dan hukuman di ta’zir
yang mana tata cara pelaksanaanya diserahkan sepenuhnya oleh ulil amri.

Perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang sejatinya tidak
dilakukan oleh seseorang yang terhormat karena melihat dari sisi negatifnya
sangat banyak sehingga Islam sangat melarang perbuatan tersebut. Hikmah
dari pengharaman perbuatan liwath juga memberikan penegaskan bahwa
kaum adam wajib sejalan dengan kodrat yang telah diberikan sang khalik
adalah sebagai pemakai baju dan bajunya ialah pasangannya sendiri.’>’

Dalam "konteksini" sudah “berbeda sekali dengan apa yang' diperbuat oleh

157 Syekh Ali Ahmad Jurjawi, Indahnya Syariat Islam, (Terj: Faisal Shaleh, dkk), Cet. I, (Jakarta:
Gema Insani, 2006), 599



80

pelaku jarimah liwath karena telah bertentangan dengan norma kesusilaan dan

agama.

Adapun jika meninjau dari segi kodrat, segi teologis, norma
kesopanan dan Kesehatan sebagai berikut:'%®

1. Bila melihat dari kodrat semestinya, laki-laki adalah untuk perempuan dan
demikian juga dengan perempuan untuk pria. Maka mereka sudah
menjalanakan sunnatullah serta hukum alam. bila ada betina pasti ada
jantan, bila ada bulan pasti ada mata hari begitupun juga manusia ada laki-
laki serta perempuan.

2. Bila ditinjau dari segi teologis, maka sesungguhnya Allah mencintai
keindahan maka letakanlah keindahan tersebut ke tempat yang diridhai
oleh Allah SWT. Maka pergunakanlah anggota tubuhmu sebagaimana
mestinya.

3. Bila ditinjau dari norma kesusilaan, maka perilaku homoseksual tidak
semestinya dilakukan oleh laki-laki yang merdeka dan mempunyai harga
diri. Bagaimana mungkin anggota tubuh laki-laki mau digauli oleh oleh
sesama jenis, hal ini adalah sesuatu yang buruk dan aib di masyarakat.
Begitu pula dengan wanita mana mungkin sudi digauli oleh sesama jenis,
tentu saja hal itu merupakan bentuk kemerosotan marwah yang ada pada

perempuan.

1% Muhammad Bashir, Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Liwath (Homoseks) (Studi Perbandingan
Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki), (Skripsi, UIN AR-Raniry, 2017), 37-38
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4. Bila ditinjau dari kesehatan, prilaku homoseksual sangat rentan terinfeksi
penyakit kelamin seperti aids dan penyakit menular lainnya. Oleh
karenanya sangat baik jika kita semua menghindari perbuatan homoseks.
Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah,

maka disini penulis mencoba menganalisa terhadap maksud diadakannya

pemberian uqubah. Adapun maksud pemberian uqubah sebagaimana berikut:

1. Maksud diadakannya pemberian uqubah yang pertama yakni sebagai
sarana untuk memelihara ketertiban dalam bermasyarakat. Sebagaimana
perkataan yang terlontar olen Imam Abu Hanifah, yakni terhadap pelaku
kejahatan homoseksual hanya dikenai hukum fa’zir yang mana tata cara
pelaksaannya diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri. menurut hemat
penulis pendapat yang dilontarkan oleh beliau tentang penetapan hukuman
bagi pelaku homoseksual sudah cocok dengan maksud diadakannya
permberian uqubah yang pertama yakni, sebagai sarana untuk memelihara
ketertiban dalam bermasyarakat karena melalui diberikannya uqubah bagi
pelaku kejahatan homoseksual dapat meminimalisir orang lain berbuat
perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh umat Nabi Luth oleh
karenanya dapat menjaga ketertiban bermasyarakat.

2. Maksud diadakannya pemberian uqubah yang kedua yakni sebagai
penangkal dan pencengahan khusunya bagi pelaku kejahatan homoseksual,
melalui “diberlakukannya’ pemberian “Ugubah“terhadap ‘pelakukejahatan
homoseksual sebagaimana perkataan yang terlontar oleh Imam Abu

Hanifah maka demikian sudah tepat, yakni orang yang melakukan aktivitas
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seksual sesama jenis sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Sodom
maka diterapkan sebuah sanksi sehingga diharapkan adanya sanksi atau
hukuman tersebut dapat meminimalisir perbuatan serupa.

3. Maksud diadakannya pemberian uqubah yang ketiga yakni sebagai upaya
pendidikan dan pengajaran. Dengan diberlakukannya uqubah bagi pelaku
kejahatan homoseksual sebagaimana pendapat yang telah dilontarkan oleh
Imam Abu Hanifah, setidaknya bisa dijadikan pengajaran dan pendidikan
terhadap orang lain tentang bagaimana pedihnya siksaan yang diterima
oleh pelaku homoseksual sehingga diharapkan orang lain agar tidak
mendekati perbuatan serupa.

4. Maksud diadakannya pemberian uqubah yang keempat yakni sebagai
upaya balasan atas perbuatan yang telah di perbuat oleh pelaku
homoseksual sebagaimana pendapat yang telah dilontarkan oleh Imam
Abu Hanifah, yakni dalam menghukumi pelaku homoseksual hanya
dikenai hukum ta’zir yang tata cara pelaksanaanya diserahkan sepenuhnya
oleh ulil amri, dalam hal ini menurut penulis sudah cocok dan tepat karena
prilaku homoseksual termasuk dalam kategori prilaku yang tidak bermoral
serta termasuk dalam perbuatan tercela dan layak dihukum ta’zir.

C. Analisis Relevansi Pendapat Imam Abu Hanifah Mengenai Penentuan
Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwath (Homoseksual) Terhadap
Fenomena LGBT di Indonesia

Legalitas homoseksual hingga kini masih belum ada di Indonesia.

Dalam UU yang mengatur tentang perkawinan, perkawinan dianggap sah dan
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diakui oleh hukum positif Indonesia apabila dilakukan oleh seorang laki-laki
kepada lawan jenis. Jika dilakukan oleh seorang homoseksual kepda sesama
jenis maka dianggap tidak sah dan inkonstitusional. Dalam RUU KUHP
terdapat Pasal tentang larangan perbuatan homoseksual atau liwath, tepatnya
dalam pasal 420 yang nantinya homoseksual diklasifikasikan sebagai
perbuatan pidana.’®® Selama ini larangan homoseksual dalam ketentuan
KUHP pasal 292 hanya sebatas yang menjadi korban orang yang diduga
masih anak-anak, apabila perbuatan homoseksual dilakukan oleh orang yang
sama-sama dewasa maka ketentuan KUHP pasal 292 tidak bisa dipidanakan.
Dalam hukum positif tepatnya perkara pidana mengandung asas

incriminalibus probantiones debent esse luce clariores. Adagium tersebut

bermakna, dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya.

Maka dalam menetapkan suatu hukuman bagi pelaku kejahatan

homoseksual, pastinya diperlukan bukti yang kuat didalam hukum positif

agar pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan homoseksual bukan semata-

mata hanya untuk pembalasan akan tetapi sebagai rangka pengajaran

sebagaimana dalam hukum acara pidana dalam pasal 184 KUHAP ayat 1

dan 2 yang berbunyi:

1. Alat bukti yang sah ialah:

a. Keterangan saksi
'b.‘Keterangan‘ahli *

c. Surat

19 Siska Lis Sulitiani, Kejahatan dan Penyimpangan Seksual: Dalam Prespektif Hukum Islam dan
Hukum Positif di Indonesia, Cet. 1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), 49
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d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pada pasal 292 KUHP tentang kesulilaan mengkategorikan bahwa
orang yang telah dewasa yang berbuat cabul terhadap anak yang dibawah
umur, yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan dia, padahal
diketahuinya bahwa anak tersebut diduga atau patut disangka masih anak
dibawah umur maka dituntut pidana dengan pidana penjara lima tahun.
Namun, pelaku homoseksual bisa hukum lebih berat apabila dilakukan oleh
orang tertentu, seperti orang tua, paman dan ayah tiri maka diancam pidana
lebih berat selama 7 tahun penjara berdasarkan pasal 294.1°

Menurut hemat penulis, mengenai pasal diatas, bahwasannya praktik
homoseksual(liwath) termasuk dalam klasifikasi perbuatan cabul sehingga
dituntut pidana selama 5 tahun penjara. Pada pasal tersebut yang menjadi
menjadi catatan yakni, korban harus anak yang belum dewasa atau disangka
belum dewasa yang memiliki jenis kelamin yang sama serta belum cakap
hukum. Apabila yang melakukan orang tertentu yakni, orang tua, paman dan
ayah tiri maka ancaman pidana yang dijatuhkan lebih berat selama 7 tahun
penjara.

Didalam KUHP sendiri secara tegas telah memberi peringatan
berupa “hukuman‘penjara "bagi’ orang’dewasa 'yang ‘telah" melakukan

perbuatan cabul kepada orang yang jenis kelamin sama serta diduga masih

160 R, Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia,
1993), 213
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anak-anak dibawah umur, yang mana bisa kita pahami perbuatan

homoseksual bisa diancam pidana apabila yang menjadi korban anak-anak

dibawah umur dan yang menjadi pelaku yakni orang yang telah dewasa

serta sesama jenis kelamin. Orang yang disebut pembuat dalam pasal 292

yakni orang yang telah dewasa. Sementara orang yang bisa dikategorikan

dalam pembuat prilaku ini adalah orang yang telah dewasa.

Jika pasal 292 dikupas secara rinci ini terdapat unsur-unsur subjektif
dan objektif sebagaimana berikut:®!

1. Unsur -unsur objektif, yakni pembuat perbuatan merupakan orang yang
telah dewasa dan cakap hukum serta yang menjadi sasarannya anak yang
belum dewasa dan perbuatan tersebut masuk dalam kualifikisasi
perbuatan cabul.

2. Unsur-unsur subjektif, yakni anak dibawah umur.

Yang menjadi sasaran pasal 292 KUHP adalah orang yang
mempunyai jenis kelamin yang sama dan belum dewasa sehingga bila
dikerjakan oleh orang yang sama-sama dewasa yang memiliki kelamin yang
sama secara suka sama suka maka terdapat unsur-unsur yang tidak terpenuhi
jadi tidak bisa diancam pidana berdasarkan pasal 292 KUHP ini. Karena
yang menjadi unsur subjektif dalam tindakan tersebut adalah anak-anak

yang belum dewasa.!6?

161 M. Tahta Ainir Rohman, Analisis Pendapat Imam Nawawi al-Bantani Tentang Hukuman Bagi
Pelaku Liwath dan Relevansinya dengan Fenomena LGBT di Indonesia, (Skripsi, UIN Walisongo,
2020), 55

162 Edi Irawan, Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual dan Lesbian dalam Prespektif Hukum Islam
dan Hukum Positif, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 54
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Dasar pertimbangan pada pasal 292 KUHP ini dibuat oleh pembuat
undang-undang ialah semata-mata untuk memberi rasa aman dan
melindungi kepentingan kepada anak-anak yang belum dewasa agar tidak
menjadi korban dari perbuatan homoseksual yang nantinya akan menjadi
momok bagi korban dan kesehatannya akan terganggu, terutama dari segi
psikis.1®3

Menurut analisa penulis, kepastian hukum telah diatur sedemikian
rupa berdasarkan pasal 292 KUHP oleh pembuat undang-undang, hal ini
semata-mata demi menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
Akan tetapi, dalam pasal ini masih terdapat batasan maupun celah hanya
dikenakan apabila korbannya belum dewasa sehingga bila dikerjakan oleh
orang yang memiliki jenis kelamin yang sama dan telah dewasa maka
unsur-unsur objektif maupun subjektif tidak terpenuhi dalam pasal ini
sehinngga tidak dapat dijerat dengan pasal ini, padahal jika kita lihat
perilaku yang dilakukan oleh orang homoseksual merupakan prilaku
penyimpangan seksual yang dampaknya sangat signifikan bagi kesehatan
sehingga sudah sepatutnya ada pasal yang mampu menjerat pelaku
homoseksual untuk semua umur tanpa ada batasan.

Pada RUU KUHP yang sedang digodok oleh pemerintah, terdapat
pasal yang mana nantinya pemerintah bisa memidanakan pelaku
homoseksual 'yang korbannya semua Usia juga sesama jenis sebagaimana

yang tertuang pada pasal 420 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang yang

163 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: PT. Refika
Aditama, 2003), 120
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melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama

kelaminnya:

1. di depan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan
atau pidana denda paling banyak kategori I1l.

2. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan
pidana penjara paling lama 9 tahun.

3. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana
penjara paling lama 9 tahun.®*

Berdasarkan pasal diatas tentunya menjadi angin segar bagi para
sebagian masyarakat yang medambahkan pelaku homoseksual dipidana
karena prilaku homoseksual tidak mencerminkan moral jati diri bangsa,
budaya timur serta bertentangan dengan sila pancasila pertama yang
seharusnya dalam merumuskan perundang-undang diikuti nengan nilai-nilai
agama supaya nantinya akan menemui titik kemaslahatan.1®®

Menurut hemat penulis, dalam RUU KUHP tepatnya pasal 420 ayat
1 nantinya bisa memidanakan pelaku homoseksual yang dalam pasal 292
hanya terbatas korbannya belum dewasa serta memiliki jenis kelamin yang
sama. Pasal 420 dalam RUU KUHP merupakan manifestasi perhatian
pemerintah mengenai perbuatan homoseksual yang jumlah semakin
meningkat di setiap tahunnya sehingga perlu ada undang-undang yang bisa
memidanakan pelaku homoseksual bukan terbatas korbannya belum dewasa,

akan tetapi semua yang turut andil dalam perbuatan homoseksual

184 Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
165 https://news.detik.com/berita/d-4708616/disahkan-pekan-depan-begini-nasib-lgbt-di-ruu-kuhp
(Diakses pada tanggal 26 februari 2022, Pukul 13.00 WIB)
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dipidanakan semua. Hal ini merupakan upaya dari pemerintah untuk

meminimalisir perbuatan homoseksual yang termasuk dalam perbuatan

tidak bermoral dan tidak mencerminkan pancasila lebih tepatnya sila
pertama.

Terkait pemidanaan bagi pelaku liwath sendiri juga bisa ditemui
dalam gonun Aceh tentang hukum jinayat yang berlaku di Aceh yang mana
Aceh diberi hak otonomi khusus untuk menjalankan peraturan tersebut.
Pemidaan bagi pelaku liwath ditemukan pada pasal 63 yang berbunyi:1®
1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah liwath diancam

dengan uqubat ta’zir paling banyak 100 kali cambukan atau denda paling
banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.

2. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
pada ayat (1) diancam dengan uqubat ta’zir cambuk 100 kali dan
ditambah dengan denda paling banyak 120 gram emas murni dan/atau
penjara paling lam 12 bulan.

3. Setiap orang yang melakukan liwath dengan anak, selain diancam dengan
uqubat ta’zir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah
dengan cambukan 100 kali atau denda paling banyak 100 gram emas
murni atau penjara paling lama 100 bulan.

Berdasarkan pasal tersebut mengenai pelaku tindak pidana liwath
memplnyai ‘pertanggungjawaban ‘tindak * pidanayakni 'sesuai’ dengan

pendapat Imam Abu Hanifah yang mana hukumannya diserahkan kepada

166 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
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ulil amri, meskipun berbeda dalam tata cara penghukuman yang ada

didalam hukum positif akan tetapi, dalam kenyataan mempunyai esensi

yang sama untuk meminimalisir prilaku liwath semakin menyebar secara
signifikan.

Berdasarkan uraian diatas bisa peneliti ambil kesimpulan mengenai
persamaan dan perbedaan liwath dalam hukum positif, dan figh jinayah
menurut pendapat Imam Abu Hanifah:

1. Liwath dalam hukum positif, tepatnya di KUHP, RUU KUHP dan gonun
jinayah Aceh merupakan aktivitas hubungan seksual yang dikerjakan
oleh seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama. Sementara Imam
Abu Hanifah berpendapat liwath ialah aktivitas memaksukkan alat
kelamin kepada anus pria lain.

2. Liwath dalam hukum positif KUHP, yang dikenai hukuman ialah pelaku
yang sudah dewasa yang memenuhi unsur perbuatan cabul kepada anak,
akan tetapi pada RUU KUHP nantinya pelaku liwath bisa dipidanakan
tanpa melihat korbannya dewasa atau belum dewasa. Sedangkan didalam
gonun jinayah Aceh pelaku liwath dihukum ta’zir. Sedangkan terhadap
pelaku kejahatan homoseksual diberikan hukuman ta’zir, akan tetapi bisa
dihukum bunuh apabila pelaku liwath mengulangi perbuatan tersebut atas
persetujuan ulil amri berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah.

3. Liwath dalam"hukum ‘positif ‘dan ‘figh ‘jinayah termasuk kategori prilaku

yang tidak bermoral serta ada ketentuan hukuman pidananya.
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4. Pelaku kejahatan homoseksual dalam figh jinayah dan hukum positif
sama-sama dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang
telah diperbuat.

5. Liwath dalam hukum positif KUHP yang menjadi objek tidak dimintai
pertanggung jwaban pidana karena masih anak-anak, akan tetapi dalam
RUU KUHP nantinya objek bisa dimintai pertanggung jawaban pidana.
Sedangkan didalam gonun jinayah Aceh objek yang dijadikan prilaku
homoseksual tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Sementara
didalam hukum pidana Islam objeknya hanya dihukum ¢a zir berdasarkan
argumen Imam Abu Hanifah.

Dari persamaan serta perbedaan liwath yang sudah diuraikan diatas
tentang pendapatnya Imam Abu Hanifah dengan hukum positif yang ada di
Indonesia, maka peneliti berargumen tentang pendapat yang telah
dikemukakan olen Imam Abu Hanifah mengenai presentase uqubah
terhadap pelaku kejahatan homoseksual, andaikata diaktualisasikan di
Indonesia sangat relevan mengingat Indonesia hukumnya dibuat atas dasar
persetujuan ulil amri yakni DPR sehingga pendapat dari Imam Abu Hanifah
mengenai pemidanaan bagi pelaku LGBT sangat tepat, meskipun para
LGBT mengagungkan HAM rasanya kurang tepat karena HAM sendiri
diatur bukan untuk bebas melakukan hal apa saja yang diinginkan. Lebih-
lebih HAM di‘Indonesia mengacu pada Pancasila yang tertuang di alenia ke-
4 pembukaan UUD 45. Jadi disini perbuatan LGBT sangat bertentang

dengan Pancasila yang dijadikan dasar negara maupun sebagai ideologi
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negara sehingga perbuatan LGBT dalam aspek hukum maupun agama
sangat dilarang keras. Pendapat Imam Abu Hanifah menyamakan pelaku
dan objek dihukum ta’zir yang mana dalam tata cara pelaksanaanya
diserahkan sepenuhnya oleh ulil amri. Menurut penulis, sependapat dengan
Imam Abu Hanifah yang mana pelaku maupun objek dihukum ¢a zir, hal ini
dimaksudkan untuk memberikan peluang untuk bertaubat bagi pelaku
homoseksual dan apabila yang bersangkutan mengulangi lagi maka bisa di
ta’zir dengan hukuman mati atas perintah ulil amri, agar nantinya bisa
menjadi suatu pengajaran bagi orang awan untuk tidak mendekati perbuatan

tersebut.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Terkait metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah
dalam menetapkan uqubah pelaku liwath menggunakan pendekatan ra’yu
sesuai dasar pemikirannya beliau berpendapat sesungguhnya homoseksual
itu bukan zina atas iktilaf para sahabat dalam wajibnya membakar dengan
api atau melempar pada tempat yang tinggi sebagaimana yang dilakukan
dalam zina dan homoseksual itu tidak bermakna zina karena homoseksual
tidak akan membuahkan anak dan tidak pula merusak garis keturunan.
Hal ini dilakukan karena tidak ada nash syar’i yang secara tegas
membahas tentang hukuman bagi pelaku homoseksual. Adapun mengenai
praktek homoseksual menurut Imam Abu Hanifah sepakat atas
keharamannya dan beliau menghukuminya dengan hukuman za ’zir bukan
dengan had zina, disamping itu mengqgiyaskan uqubah yang diterima
terhadap pelaku kejahatan homoseksual dengan had zina tidaklah pantas,
mengingat azab Allah yang timbul kepada kaum Nabi Luth bukan dari
kejahatan homoseksual semata melainkan juga kekufuran mereka kepada
Allah SWT. Andaikata dalam nash syar’i ada ketentuan yang jelas
mengenai uqubah tentang pelaku homoseksual maka para sahabat maupun
pard fugaha tidak ada ikhtilaf pendapat tentang menghukumi perkara
tersebut. Hadist Nabi SAW yang dijadikan sandaran dalam penetapan

uqubah bagi pelaku homoseksual oleh Imam Abu Hanifah, yakni:
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Joo (A B GA5 Dol o3 (e (hee 25 A0 5ag b o35 is e 04 A A
L) o3 Jar

Artinya: Allah Swt melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan
seperti kaum Nabi Luth, (Rasulullah sebanyak tiga kali). (HR. Nasa’i).
Berdasarkan hadist tersebut “laknat” bisa artikan presentase hukumannya
masih samar-samar dan tidak ditentukan oleh syara’, sedangkan laknat
secara harfiah masih multitafsir bisa berupa wabah penyakit, azab di
dunia maupun diakhirat yang diberikan oleh Allah SWT.

2. Bahwa terkait dengan argumentasi dari Imam Abu Hanifah mengenai
uqubah bagi pelaku homoseksual, seandainya diaktualisasikan di
Indonesia sangat relevan mengingat Indonesia hukumnya dibuat atas
dasar persetujuan ulil amri yakni DPR sehingga pendapat dari Imam Abu
Hanifah mengenai pemidanaan bagi pelaku LGBT sangat tepat, meskipun
para komunitas LGBT mengagungkan HAM rasanya kurang tepat karena
HAM sendiri diatur bukan untuk bebas melakukan hal apa saja yang
diinginkan. Lebih-lebih HAM di Indonesia mengacu pada Pancasila yang
tertuang di alenia ke-4 pembukaan UUD 45. Jadi disini perbuatan LGBT
sangat bertentangan dengan Pancasila yang dijadikan dasar negara
maupun sebagai ideologi negara sehingga perbuatan LGBT dalam aspek
hukum maupun agama sangat dilarang keras. Argumentasi Imam Abu
Hanifah juga.menggiyaskan.pelaku.dan. objek,dihukum.ta zir.yang mana

dalam tata cara pelaksanaanya diserahkan sepenuhnya oleh ulil amri.



94

B. Saran
1. Bagi Pemerintah

Terkait dengan pemidanaan bagi pelaku homoseksual di Indonesia,
harusnya ada peraturan yang spesifik mengatur perbuatan tersebut
sehingga pelaku homoseksual bisa dipidanakan bukan hanya korban yang
belum dewasa saja melainkan juga perbuatan homoseksual yang dilakukan
atas dasar suka sama suka. Didalam RUU KUHP sudah ada pasal yang
nantinya bisa memidanakan pelaku homoseksual, semoga pemerintah
khususnya DPR bisa mengamini RUU KUHP dijadikan sebagai undang-
undang mengingat KUHP warisan dari Belanda sudah tidak relevan
dengan problematika yang dihadapi oleh negara Indonesia. Perbuatan
homoseksual ~juga merupakan perbuatan kelainan seksual yang
menunjukkan si pelaku tidak bermoral dan menyalahi aturan kodrat
manusia yang diciptakan berpasang-pasangan bukan malah sebaliknya
sehingga masyarakat bisa menjahui perbuatan tersebut.

2. Bagi Remaja

Hendaknya remaja dalam pergaulan harus bisa memilih dan memilah
karena jika nantinya terjerumus oleh pergaulan yang tidak sehat maka akan
menjadi malapetaka bagi diri sendiri dan lingkungannya. Untuk
menghindari remaja agar tidak terjerumus dalam tindakan homoseksual
alangkah ‘baiknya dengan‘cara mengisi kegiatan-Kegiatan ‘yang produktif

serta rajin ibadah. Kalaupun nantinya terjerumus dalam tindakan
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homoseksual maka segeralah bertaubat karena Allah SWT maha
pengampun dan penyayang.
. Bagi Masyarakat

Alangkah baiknya jangan menghakimi pelaku homoseksual dengan
memberi stigma yang buruk karena bisa jadi mereka merupakan victim
homoseksual yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi alangkah bijaknya
kita mengsikapi perbuatan homoseksual secara netral meskipun
homoseksual merupakan perbuatan yang menunjukkan orang yang tak
bermoral dan termasuk dosa besar. Sikap bijak yang bisa kita lakukan
adalah mendorong serta menasehati seorang yang mempunyai kelainan

seks tersebut untuk kembali kejalan yang benar.
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